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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguunan Daerah, dan
Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023;



Mengingat

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah  Kabupaten Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);



10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




11.

12

13:

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gresik — Bangkalan — Mojokerto — Surabaya — Sidoarjo -
Lamongan, Kawasan Bromo — Tengger - Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 seri D);
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);



Menetapkan

25.

26.

2.

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun
2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016
Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Nomor 61);

Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 68/D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2020 Nomor 83/D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Blitar.

Bupati adalah Bupati Blitar

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Blitar.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah

selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 2

RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan daerah Kabupaten Blitar dalam jangka waktu

1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023
dan berakhir tanggal 31 Desember 2023.

(1)

(2)

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 Dberisi program dan Kkegiatan prioritas yang
dilaksanakan oleh PD dengan dukungan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat
serta ditempuh dengan cara mendorong partisipasi aktif
masyarakat.

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI : PENDAHULUAN

b. BABIl GAMBARAN UMUM KONDISI
DAERAH

c. BABII : KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH



@)

d. BABIV : SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

€L BAB Y o RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

f. BABVI : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH

g. BABVII : PENUTUP

Uraian secara rinci RKPD Tahun 2023 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan sebagai:

a.

pedoman bagi PD dalam penyusunan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum
anggaran pendapatan dan belanja daerah serta
rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara
sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
dan

dasar kebijakan untuk melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta layanan publik,
baik bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja

daerah maupun alternatif sumber pendanaan lainnya.

Pasal 5

Dalam upaya memastikan keselarasan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dengan RKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA.



Pasal 6

Dalam rangka menyusun rancangan anggaran pendapatan
dan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b:

a.

(1)

(2)

3)

(1)

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD sebagai bahan
pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas
plafon anggaran sementara dengan DPRD; dan

PD wajib mengacu dan menggunakan RKPD Tahun
2023 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan
anggaran PD dengan DPRD.

Pasal 7

PD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang
berisi tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja
dari masing-masing target sasaran dan program yang
telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2023 dan/atau
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun
anggaran 2023.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 14
(empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang
bersangkutan.

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun
berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

Pasal 8
Dalam hal RKPD Tahun 2023 tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan tahun berjalan, maka dapat
dilakukan penambahan dan/atau pengurangan pagu
anggaran indikatif serta program dan kegiatan apabila
belum tertampung dalam lampiran Peraturan Bupati

ini.



(2)

@)

=10

Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

a.

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk
tahun berjalan; dan/atau

keadaan darurat dan keadaan luar biasa
sebagaimana  ditetapkan dalam  peraturan

perundang-undangan.

Penambahan dan/atau pengurangan pagu anggaran

indikatif serta program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.




S

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Jui 2022

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

[ZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022 NOMOR ¢4 /&
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
perkenanNya maka Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar
Tahun 2022 merupakan kewajiban daerah sebagaimana amanat Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Serta Tata Cara Perubagan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023
merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang
penyusunannya berpedoman pada Rancangan RPJMD dan memperhatikan
keselarasan dengan RKPD Provinsi Jawa Timur dan RKP Nasional, yang didalamnya
memuat tentang kebijakan makro ekonomi, arah kebijakan keuangan daerah baik
dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan, berisi pula tentang prioritas
pembangunan daerah tahun 2023, program/kegiatan Perangkat Daerah, dan
rencana kerja dalam kerangka regulasi serta kerangka pendanaan program yang

bersifat indikatif di Tahun 2023.

Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) ini kami berharap apa yang menjadi agenda prioritas pembangunan di
Kabupaten Blitar untuk tahun 2023 dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah
direncanakan. Kami berharap melalui dokumen ini nantinya semua Perangkat

Daerah dapat bekerja sesuai dengan perencanaan yang ada berdasarkan urusan
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berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada pada setiap Perangkat Daerah.
Melalui dokumen ini juga kami berharap masing-masing Perangkat Daerah
untuk dapat saling bersinergi melalui pelaksanaan program demi tercapainya
apa yang menjadi Visi dan Misi Kepala Daerah.

Terselesaikannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Blitar Tahun 2023 tidak terlepas dari dukungan semua pihak terkait yang
berperan aktif dalam proses penyusunan RKPD ini. Untuk itu Pemerintah
Kabupaten Blitar menyampeaikan terima kasih kepada seluruh Jajaran
Pemerintah Kabupaten Blitar, swasta dan masyarakat atas sumbangsihnya,
dengan harapan di masa datang partisipasinya dapat lebih ditingkatkan untuk
melangkah bersama memastikan roda pembangunan di Kabupaten Blitar
berjalan pada rel yang dicita-citakan. MAJU BERSAMA SEJAHTERA BERSAMA.

Akhirnya kami harapkan agar Dokumen Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat dan berguna
bagi semua pihak yang terkait, serta tercapainya target pembangunan
Kabupaten Blitar Tahun 2023. Semoga segala upaya kita bersama dalam
membangun Kabupaten Blitar senantiasa mendapat petunjuk serta ridho dari
Allah SWT. Aamiin.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam upaya

mencapai keberhasilan pembangunan. Hal ini dikarenakan posisi
perencanaan pembangunan sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan
pembangunan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang
tersedia, serta dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang
ada. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan dapat dirumuskan
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dikelola secara efektif dan
efisien, sehingga akan bermuara pada hasil pembangunan yang optimal.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengatur perencanaan secara sistematis dan
terintegrasi. Perencanaan yang disusun secara sistematis merupakan
salah satu unsur dalam proses perencanaan dimana produk perencanaan
dihasilkan melalui tahapan-tahapan. Sedangkan perencanaan yang
disusun secara terintegrasi dapat diartikan sebagai kesesuaian
perencanaan pembangunan secara antarwaktu maupun antartingkatan
pemerintahan.

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional,
Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut menyebutkan bahwa dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu
kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan
pembangunan daerah yang dimaksud terdiri dari perencanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).

Dengan mengacu pada kedua amanat undang-undang di atas,
Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun RPJPD Tahun 2005-2025
yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025. Pemerintah Kabupaten Blitar juga
telah menyusun RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-
2026. RPJMD Kabupaten Blitar Periode 2021-2026 merupakan
pelaksanaan tahap keempat atau periode terakhir dari RPJPD Kabupaten
Blitar Tahun 2005-2025 yang juga diharmonisasikan dengan visi-misi
kepala daerah terpilih. RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026
selanjutnya menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun
2023. RKPD Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun kedua RPJMD
Kabupaten Blitar.

Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif diharapkan dapat
turut mendukung kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
Seluruh dokumen perencanaan disusun agar saling terintegrasi dan saling
mendukung untuk pencapaian pembangunan satu dengan yang lain.
Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 akan melalui beberapa
tahapan, yaitu:

a. Persiapan Penyusunan RKPD
Persiapan penyusunan RKPD Tahun 2023 dimulai pada Desember
Tahun 2021 dengan beberapa aktivitas yaitu pembentukan tim
penyusun RKPD; orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat
Daerah; penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan penyiapan

data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
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. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Penyusunan Rancangan Awal RKPD dilaksanakan pada Desember
Tahun 2021, berpedoman pada RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-
2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Selain itu, Rancangan Awal

RKPD disempurnakan berdasarkan berita acara hasil konsultasi publik.

. Penyusunan Rancangan RKPD

Rancangan Awal RKPD disempurnakan menjadi Rancangan RKPD
berdasarkan masukan seluruh Rancangan Renja PD yang telah
diverifikasi dan dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas
perangkat daerah. Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD menjadi

masukan bagi penyusunan Rancangan RKPD.

. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

RKPD.
Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilaksanakan di tingkat kecamatan

dan di tingkat kabupaten.

. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD
yang telah dibahas dalam Musrenbang kabupaten berdasarkan berita
acara Musrenbang. Sebelum Rancangan Akhir diserahkan ke gubernur
untuk difasilitasi, maka APIP melakukan reviu untuk memastikan
bahwa Rancangan Akhir RKPD telah disusun sesuai peraturan yang
berlaku, melaksanakan RPJMD, dan selaras dengan perencanaan
pembangunan nasional dan provinsi.

Penetapan RKPD

Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Blitar Tahun
2023 dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang
RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan

Juli Tahun 2022.

-
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Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 T ahun 20 1_7, diolah

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dalam mencapai target
pembangunan 2023 guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Selain
itu, penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 juga mengacu pada
RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, program strategis nasional, serta
hasil evaluasi kinerja RKPD dan RPJMD Kabupaten Blitar tahun
sebelumnya. RKPD Tahun 2023 disusun juga dengan memperhatikan
saran, masukan, dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar sebagai hasil reses penjaringan
aspirasi masyarakat.

Dokumen RKPD menyajikan gambaran kondisi daerah, hasil evaluasi
kinerjaa RKPD dan RPJMD tahun sebelumnya, permasalahan
pembangunan serta isu strategis daerah dengan mempertimbangkan
perkembangan keadaan di tingkat provinsi maupun nasional. Berdasarkan

permasalahan dan isu strategis daerah, serta tujuan dan sasaran
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pembangunan tahun 2023, maka ditetapkan Tema pembangunan
Kabupaten Blitar adalah “Pembangunan SDM Dan Pengembangan
Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan” dengan S (lima) prioritas
pembangunan tahun 2023. Selanjutnya, tema dan prioritas pembangunan
tahun 2023 menjadi salah satu acuan utama untuk menyusun rencana
program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 dilakukan melalui
beberapa pendekatan, yaitu 1) pendekatan teknokratik, 2) pendekatan
partisipatif, dan 3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah,
dengan mempedomani RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2021-2026 serta memperhatikan faktor internal dan eksternal lainnya.
Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD, hal ini antara
lain melalui konsultasi publik dan forum perangkat daerah/lintas
perangkat daerah. Dalam perumusan dan penyusunan perencanaan
tahunan ini, Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan melibatkan semua
stakeholders (pemangku kepentingan), mulai dari masyarakat pada tingkat
desa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), DPRD, lembaga masyarakat, sampai dengan akademisi.
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah
yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi,
hingga nasional.

Pendekatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar juga
berorientasi substantif Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).
Pendekatan Tematik-Holistik mencakup penanganan secara menyeluruh
dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan
program prioritas. Dalam pendekatan ini, koordinasi dari Perangkat

Daerah terkait sangat penting untuk dilakukan untuk mensinkronisasikan
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program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan tujuan

pembangunan daerah. Kemudian, pendekatan Integratif menggambarkan

keterpaduan seluruh program dan kegiatan yang saling memperkuat dan
selaras dalam mencapai sasaran prioritas daerah. Sedangkan pendekatan

Spasial, mengisyaratkan bahwa kegiatan prioritas direncanakan

berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang akurat,

sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di

lapangan.

Dengan demikian, RKPD Tahun 2023 mempunyai kedudukan, peran
dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah, mengingat:

a. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan
daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja,
pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan
perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan
pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan
diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD
sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (R-APBD);

c. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja
pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing
kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
yang ditetapkan dalam Renja PD; dan

d. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan

kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023

sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

-



10.

11.

12.
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Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik —Bangkalan—- Mojokerto —
Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Kawasan Bromo - Tengger— Semeru -
Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan;

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,;

Peraturan Nomor Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di

Daerah;

-
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 100
Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
970);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 96);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008
Nomor 10/E);

-
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37.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 17); dan

38. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021

Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023
merupakan dokumen perencanaan daerah yang terintegrasi dan menjadi
satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lain baik di tingkat nasional
maupun daerah. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang
diterbitkan oleh pemerintah daerah antara lain: (1) RPJPD; (2) RPJMD; (3)
Renstra-PD; (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Sedangkan dokumen di luar lingkup
Pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait dengan dokumen ini antara lain:
(1) RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jawa Timur; (2) RPJM Nasional dan
RPJMD Provinsi Jawa Timur; serta (3) RKP Nasional dan RKPD Provinsi
Jawa Timur. Diagram keterkaitan hubungan RKPD dengan dokumen

perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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Gambar 1.2
Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
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Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, diolah
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Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 berpedoman pada
RPJMD Kabupaten Blitar 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun
2021-2026. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023
juga mengacu RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan RKP Tahun
2023 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023. Penyusunan RKPD bersamaan
dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Selanjutnya,
RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 akan menjadi acuan penyusunan
Rancangan KUA-PPAS, dan menjadi dasar penyusunan APBD. Berbagai
kebijakan dan dokumen lain yang terkait juga menjadi perhatian dalam
penyusunan RKPD Tahun 2023. Dokumen dan/atau kebijakan dimaksud
antara lain Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Blitar dan
kebijakan pemerintah pusat lainnya yang diterbitkan untuk dilaksanakan

oleh pemerintah daerah pada tahun 2023.
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1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah sebagai pedoman perencanaan bagi

seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar dan berbagai pihak lain

termasuk masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Blitar

guna mewujudkan target RPJMD tahun 2023.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten

Blitar Tahun 2023 meliputi:

a.

Mengidentifikasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya
sebagai masukan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
tahun 2023.

Memproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai
pembangunan tahun 2023.

Menetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar
tahun 2023.

Mendukung prioritas nasional dan prioritas pembangunan Provinsi
Jawa Timur tahun 2023.

Menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan,
sekaligus untuk mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Blitar.
Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 serta rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023.
Memberikan instrumen pengendalian dan evaluasi serta pelaporan

kinerja pembangunan tahun 2023.
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1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2023 mengikuti

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I:

BAB II:

BAB III:

BAB IV:

PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini memuat latar belakang penyusunan RKPD
Kabupaten Blitar, dasar hukum penyusunan, hubungan
keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya,
maksud dan tujuan RKPD, dan sistematika penulisan.
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah yang terkait
dengan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing
daerah. Selain itu pada Bab II juga memuat hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2021 dan
realisasi dari RPJMD, serta permasalahan pembangunan. Pada
bab ini dimuat juga penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
tahun lalu sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab IIIl menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan dan tahun rencana, yang antara lain
mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-
sumber pendapatan dan kebijakan Pemerintah Daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan beserta target
tahun 2023, dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
Perumusan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah
mempedomani RPJMD untuk pembangunan tahun 2023, dan

memperhatikan prioritas nasional, prioritas provinsi, dan isu




BAB V:

BAB VI:

BAB VII:
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strategis pembangunan Kabupaten Blitar. Selain itu dimuat
strategi dan arah kebijakan untuk mencapai target sasaran
pembangunan.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan secara eksplisit rencana program, kegiatan,
dan sub kegiatan perangkat daerah yang disusun berdasarkan
evaluasi pembangunan tahun lalu, rencana tahun 2023 pada
RPJMD dan Renstra PD, serta arahan pembangunan daerah
sesuai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2023.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) dengan target 2023.

PENUTUP

Pada penutup dikemukakan tentang hal-hal pokok yang termuat
dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi
semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan

ketentuan perundangan yang berlaku.

L\
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan RKPD Tahun 2023 ini pada hakekatnya didasarkan
pada evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya,
dinamika kondisi eksisting, dan disinergikan dengan RPJMD Kabupaten
Blitar 2021-2026. Evaluasi tersebut merupakan hasil telaah atas
pelaksanaan kinerja dari program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat
daerah, yang secara berjenjang mendukung pencapaian target kinerja
sasaran dan kegiatan. Sebelum membahas evaluasi pelaksanaan RKPD
taehun sebelumnya dan pencapaian RPJMD, di bawah ini disampaikan
terlebih dahulu kondisi umum daerah yang akan memberikan gambaran
secara umum mengenai kondisi geografis, demografis, aspek
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
Selanjutnya, akan dirumuskan permasalahan pembangunan berdasarkan

capaian pembangunan beberapa tahun terakhir.

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

Pada bagian ini menyajikan data dan informasi yang
menggambarkan kondisi daerah Kabupaten Blitar yang berkaitan dengan
aspek geografis dan demografis.
2.1.1.1. Aspek Geografis

Aspek geografis Kabupaten Blitar terletak pada 1119 40! - 1120 10!
Bujur Timur dan 70581 - 80915111 Lintang Selatan. Luas Kabupaten Blitar
1,588,79 km?2 atau 158,88 Ha. Luas kabupaten Blitar sekitar 1.588,79
km? yang meliputi wilayah Blitar Selatan dan Blitar bagian utara yang
dipisahkan oleh sungai Brantas. Secara administratif Kabupaten Blitar

berbatasan dengan beberapa wililayah antara lain:
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o Sebelah Utara berbatasan dengan
Kabupaten Kediri;
o Sebelah Timur berbatasan dengan
Kabupaten Malang;
J Sebelah Selatan berbatasan
dengan Samudera Indonesia;
o Sebelah Barat berbatasan dengan
Kabupaten Tulungagung;
o Bagian Tengah wilayah Kabupaten
Blitar berbatasan dengan Kota Blitar.
Gambar 2.1.

Peta Kabupaten Blitar

e .L. 5
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Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020

Topografi wilayah Kabupaten Blitar memiliki ketinggian rata-rata

+100 meter di atas permukaan laut dengan klasifikasi wilayah menurut

II-2
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ketinggian sebagai berikut: 36,4% kecamatan berada pada ketinggian
antara 100 - <200 meter di atas permukaan air laut, 36,4% wilayah
kecamatan di antara ketinggian antara 200 - <300 meter di atas
permukaan air laut, 27,2% wilayah kecamatan berada pada ketinggian >
300 meter di atas permukaan air laut.

Terdapat enam kecamatan yang wilayahnya berada di ketinggian >
300 meter di atas permukaan laut, yaitu antara lain Kecamatan Wates,
Wonotirto, Doko, Gandusari, Nglegok dan Panggungrejo. Secara
administrasi Kabupaten Blitar memiliki 22 Kecamatan, 220 Desa dan 28
kelurahan. Berikut nama-nama Kecamatan di Kabupaten Blitar beserta

luasan wilayah Kecamatan.

Tabel 2.1
Kecamatan dan Luas Area

1 Bakung Bakung 111,24
2 Wonotirto Wonotirto 164,54
3 Panggungrejo Panggungrejo 119,04
4 Wates Wates 68,76
5 Binangun Binangun 76,79
6 Sutojayan Sutojayan 44,20
7 Kademangan Kademangan 105,28
8 Kanigoro Kanigoro 55,55
9 Talun Talun 49,78
10 | Selopuro Selopuro 39,29
11 Kesamben Kesamben 56,96
12 Selorejo Selorejo 52,23
13 Doko Doko 70,95
14  Wlingi Wlingi 66,36
15 Gandusari Gandusari 88,23
16 Garum Garum 54,56
17  Nglegok Nglegok 92,56
18 Sanankulon Sanankulon 33,33
19  Ponggok Ponggok 103,83
20 | Srengat Srengat 53,98
21 Wonodadi Wonodadi 40,35
22 Udanawu Udanawu 40,98
Luasan Keseluruhan Kecamatan, Kab Blitar 1,588,79

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2020.

22 Kecamatan di Kabupaten Blitar tersebut terbagi menjadi dua

bagian dengan adanya Sungai Brantas yang mengalir di Kabupaten Blitar.

II-3
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Kedua bagian tersebut terbagi menjadi Kabupaten Blitar Bagian Selatan
meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto, Panggungrejo, Wates, Binangun,
Sutotojayan, dan Kademangan. Kecamatan yang berada di Wilayah
Kabupaten Blitar Selatan tersebut berada di daerah pesisir dan
penggunungan berbatu, dengan luasan +689,49 Km?2 dengan ketinggian
antara 105-349 meter dari permukaan laut. Sedangkan untuk wilayah
bagian Blitar Utara meliputi Kecamatan Kanigoro, Talun, Selopuro,
Kesamben, Doko, Wlingi, Gandusari, Garum, Nglegok, Sanankulon,
Ponggok, Srengat, Wonodadi, dan Udanawu. Wilayah bagian Utara
Kabupaten Blitar ini memiliki luas +898,94 Km? dengan ketinggian 150-
420 meter dari permukaan air laut. Pada bagian Utara ini perpaduan
antaran dataran tinggi dan rendah serta memiliki struktur tanah yang
subur dan dialiri aliran sungai yang keberadaannya di sekitar Gunung
Kelud.

Berdasarkan keadaan morfologi, Kabupaten Blitar termasuk dalam
jenis morfologi pegunungan, perbukitan, dan daratan. Dari segi morfologi
pegunungan, terletak pada bagian Blitar Utara dengan ketinggian
mencapai 167-2.800 meter dari permukaan laut, yaitu Gunung Kombang,
Gunung Kelud, Gunung Butak. Morfologi tersebut terbentuk berasal dari
letusan gunung api berumur muda dengan kemiringan antara 2 persen
hingga 40 persen, meliputi Kecamatan Talun, Doko, Gandusari, Nglegok,
dan Ponggok. Sedangkan untuk morfologi perbukitan, berada pada
wilayah Blitar bagian Selatan dengan ketinggian berkisar 100 meter
diatas permukaan air laut (dpl) hingga 350 meter dpl. Morfologi tersebut
umumnya terbentuk dari batuan gamping atau kapur dengan kemiringan
antara 20 persen sampai 40 persen, yang meliputi Kecamatan
Panggungrejo, Wates, dan Wonotirto. Kemudian untuk morfologi dataran,
terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar. Daerah dataran ini
ditempati oleh batuan hasil letusan gunung api dan juga batuan lepas
hasil dari endapan Sungai Brantas yang mengalir dari timur ke barat,

dengan kemiringan antara 0% sampai dengan sekitar 20 persen, meliputi
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Kecamatan Wonodadi, sebagaian Kecamatan Kademangan, Srengat,
Garum, Sanankulon, Kanigoro, Sutojayan, Kesamben, Wlingi, Selopuro
dan Selorejo.

Struktur geologi Kabupaten Blitar kaya akan jenis batuan, mulai
dari satuan batu gamping dan satuan batuan vulkanik dan marin yang
berumur Miosen, satuan batuan vulkanik muda, batuan endapan alluvial
sungai dan satuan endapan alluvial pesisir. Satuan batuan gamping
terdiri dari batuan gamping terumbu yang banyak dijumpai di wilayah
Selatan Kabupaten Blitar dengan jumlah hampir 20% dari luas wilayah
yang meliputi Kecamatan Bakung, Wonotirto sebagian Kecamatan
Panggungrejo dan sebagian Kecamatan Wates. Sedangkan satuan batuan
campuran terdiri dari endapan vulkanik (breksi, tuva dan lava) serta
endapan marin (batu gamping, napal, serpik, batu pesisir dan
konlomerat) terdapat di Kecamatan Sutojayan, sebagian Kecamatan
Kademangan, Wonotirto, Panggungrejo, Binangun, Wates, Kesamben,
Selopuro dan Ponggok. Satuan batuan vulkanik muda terdiri dari lava
lahar breksi dan lava andesit sampai basalt, terletak seluruhnya di bagian
Utara wilayah Kabupaten Blitar dengan jumlah £ 50% dari luas wilayah
Kabupaten Blitar.

Sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Blitar
mempunyai pola yang berbeda antara wilayah Utara dengan Selatan.
Wilayah Utara Sungai Brantas membentuk pola aliran (drainase system)
radial dimana anak sungai dan sungai-sungai utamanya seolah-olah
berpusat pada Gunung Kelud dan Gunung Butak, kemudian menyebar
keluar dan bermuara di Sungai Brantas. Wilayah Selatan, sungai-sungai
dan anak sungai sebagian besar bermuara di Samudera Indonesia dan
hanya sebagian kecil (disekitar Kecamatan Binangun) bermuara di Sungai
Brantas. Sumber-sumber mata air utama di Kabupaten Blitar dengan
debit air cukup besar terdapat di Kecamatan Srengat, Gandusari, Wlingi,

dan Kesamben. Sedangkan sumber air lainnya relatif kecil (rata-rata < 5
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liter /detik) terletak di Kecamatan Kesamben, Kademangan, Sutojayan dan
Bakung.

Secara klimatologis, iklim di Kabupaten Blitar termasuk tipe C.3
yaitu iklim tropis yang ditandai dengan adanya dua musim, yaitu musim
kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau umumnya berlangsung
antara bulan November - April. Sedangkan musim penghujan antara
bulan Mei — September dengan curah hujan rata-rata 2.000 hingga 3.000
mm/tahun. Dengan suhu rata-rata di Kabupaten Blitar berkisar antara
24,4 ° C dan 28,3 C. Tempat disekitar pesisir pantai mempunyai suhu
udara rata-rata relatif lebih tinggi. Berikut ini disajikan rata-rata suhu,
kecepatan angin, jumlah curah hujan, dan kelembaban di Kabupaten
Blitar di sepanjang Tahun 2021 menurut pengamatan Stasiun Geofisika
Malang.

Tabel 2.2
Rata-rata Suhu, Kecepatan Angin, Jumlah Curah Hujan dan
Kelembaban Menurut Bulan di Kabupaten Blitar Tahun 2021

Bulan Suhu (°C) Kegl;;:an Jum.l ah Curah Kelembaban (%)
(m/det) Hujan (mm)

Januari 26.8 1.9 379.3 82.5
Februari 27.4 2.6 206.6 78.8
Maret 27.6 2.2 301 78
April 28.1 2.4 151.5 73
Mei 28.4 2.3 51 72.7
Juni 27.9 2.0 199.5 74.9
Juli 26.9 2.8 37.3 70.8
Agustus 27 3.8 9.3 72.3
September 27.4 3.8 133.6 72.2
Oktober 27.8 3.1 42.7 72.8
November 26.9 1.7 590 82.6
Desember 27.8 2.1 241.3 79.4

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Dilihat dari penggunan lahan luas wilayah Kabupaten Blitar sekitar

1,588,79 Km? terbagi dalam beberapa kegunaan lahannya antara lain:
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Tabel 2.3
Wilayah Kabupaten Blitar Menurut Jenis Penggunaan dan
Persentase Luas Lahan Tahun 2021

Sawah 20.13
Tegal/kebun 30.01
Ladang/Huma 0.02
Perkebunan 8.26
Hutan rakyat 3.44
Padang penggembalaan/padang rumput 0.01
Hutan negara 5.32
Sementara tidak diusahakan *) 0.08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dan lain-lain) 6.21

Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran,
Sungai, dan lain-lain)
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Blitar, 2021

26.51

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kondisi geografis Kabupaten Blitar dikenal sebagai daerah yang
mengandalkan sektor pertanian (Agraris). Lahan yang digunakan sebagai
areal persawahan ini mencapai 19.9 persen dari luas wilayah, belum
termasuk untuk sektor perikanan, peternakan, kehutanan dan
perkebunan. Komoditas Hasil Peternakan terdiri dari telur, daging dan
susu. Ketiga komoditas ini sangat menonjol dari sisi produktifitasnya,
sehingga mampu menopang ketersediaan bahan pangan masyarakat
khususnya Kabupaten Blitar.

Komoditas unggulan yang dihasilkan dari Kabupaten Blitar meliputi
komoditas perkebunan yaitu: rambutan, nanas, teh, cengkeh, kopi.
Komoditas pertanian utamanya adalah pertanian tanaman pangan
meliputi: padi, jagung, ketela, sayur-sayuran, gula merah yang dikemas
dengan berbagai bentuk olahan, dan sebagainya. Komoditas perikanan
yang terdiri dari ikan hias dengan produk utama adalah ikan koi, ikan air
tawar dengan produk utama antara lain gurami, nila, lele, mujair dan
ikan laut tangkapan. Di wilayah pantai terdapat pula beberapa lokasi
untuk tambak udang. Seiring kebutuhan akan bahan baku tambang, di
wilayah selatan saat ini merupakan pemasok bahan tambang golongan C

seperti, feldspar, kaolin, zeolit, pasir besi dan batu kapur.
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Dari sisi kondisi geografis, Kabupaten Blitar menjadikan adanya
perbedaan sosio-kultural bagi penduduk yang mendiami berbagai wilayah
di Kabupaten Blitar, seperti di wilayah barat kebudayaan masyarakatnya
condong ke Mataraman yang merujuk pada suatu teritori budaya
maupun dialek yang digunakan. Sedangkan di bagian timur cenderung
pada dialek yang diucapkan oleh penduduk Kabupaten Malang. Potensi
alam yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar bisa dikembangkan menjadi
obyek wisata yang sangat berpotensi mengundang wisatawan domestik
dan luar negeri, seperti potensi pantai-pantai yang tersebar di sepanjang
pantai selatan, air terjun, pengembangan desa wisata ataupun paket-
paket inovatif lain dari sektor pariwisata.

Pengembangan wusaha mikro dan wusaha kecil yang telah
ditumbuhkan hampir disetiap desa di Kabupaten Blitar bisa menjadi
potensi pengembangan ekonomi lokal yang berdampak pada peningkatan
kesejahteraan bagi masyarakat. Lebih-lebih  jika dilakukan
pengembangan jejaring usaha antar lintas sektoral yang masing-masing
memiliki keunggulan produknya, sehingga tercipta sinergitas
pengembangan usaha bersama di Kabupaten Blitar yang didukung oleh

tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro masyarakat.

N\

%
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2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kondisi Topografis Kabupaten Blitar terdiri dari pegunungan,
dataran, dan pesisir dengan sepanjang sisi selatan berada di tepi pantai.

Selain memberikan potensi yang positif bagi pengembangan Kabupaten

Blitar, juga dapat memberikan dampak negatif bencana alam yang cukup

beragam, antara lain:

1) Daerah rawan tsunami berada di sepanjang pesisir selatan
Kabupaten Blitar, meliputi Kecamatan Wates, Panggungrejo,
Wonotirto dan Bakung.

2) Daerah rawan bencana gunung berapi, meliputi Kecamatan
Gandusari, Nglegok, Ponggok dan Srengat.

3) Daerah rawan banjir meliputi wilayah di sepanjang aliran sungai
Brantas, antara lain Kecamatan Kademangan dan Kecamatan
Sutojayan.

4) Daerah rawan angin puting beliung yaitu Kecamatan Srengat,

Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu.
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Gambar 2.2 Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Api
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Sumber: Kementerian ESDM RI, 2022
Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi

tersebut, kawasan rawan bencana Gunung Berapi Gunung Kelud adalah:

a)

b)

d)

mencakup wilayah Blitar Utara khususnya wilayah yang berada di
sekitar Gunung Kelud dan di sekitar jaringan aliran lahar (di Desa
Pasirharjo dan sekitar Desa Soso) serta di sekitar jaringan aliran
lahar yaitu sekitar Sungai Lekso, Sungai Putih, Sungai Lahar, Sungai
Darapdurgo, Sungai Kuning, Sungai Putih, Sungai Semut (Kali
Badak, Kali Termas I dan Kali Termas II) dengan jalur evakuasi
Kecamatan Gandusari - Kecamatan Wlingi - Kecamatan Talun -
Kecamatan Ponggok - Kecamatan Udanawu;

Dam-dam penahan lahar Gunung Kelud lokasinya meliputi
Kecamatan Gandusari, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun,
Kecamatan Ponggok dan Kecamatan Udanawu;

Daerah rawan letusan dalam Ring 1 (satu) meliputi: Kecamatan
Ponggok, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Wonodadi, Kecamatan
Srengat, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan
Kanigoro; dan

Daerah rawan letusan dalam Ring 2 (dua) meliputi Kecamatan Garum
dan Kecamatan Gandusari

Sedangkan potensi ancaman gempa bumi di Kabupaten Blitar

sesuai data Kementerian ESDM disajikan dalam gambar berikut:
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Kameniznan EEOM

Gambar 2.3 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi
Sumber: Kementerian ESDM RI, 2022

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa wilayah Blitar Selatan
merupakan kawasan rawan bencana gempa bumi level Tinggi, sedangkan
sisi Utara masuk dalam kawasan rawan bencana gempa bumi level
Menengah. Adapun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun
2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar, kawasan rawan bencana tsunami
terdapat di kawasan pantai selatan antara lain pantai Pasur Kecamatan
Bakung, pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto, pantai Serang

Kecamatan Panggungrejo, dan pantai Jolosutro Kecamatan Wates.

2.1.1.4. Demografi

Secara umum, aspek demografis Kabupaten Blitar yang akan
disajikan pada bagian ini meliputi pertumbuhan penduduk dan
persebarannya, serta struktur dan karakteristik penduduknya. Data BPS
Kabupaten Bitar mencatat bahwa pada tahun 2021 jumlah penduduk
Kabupaten Blitar sebanyak 1.231.013 jiwa bertambah 66.364 jiwa dari
tahun 2020 yang sebanyak 1.164.649 jiwa. Ini menunjukkan terjadi
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pertumbuhan penduduk sebesar 0,79% pada tahun 2021, yakni lebih
besar dari tahun sebelumnya. Selain itu, data BPS pada tahun 2021
menunjukkan sex ratio sebesar 101,3%, yang artinya pada 100 penduduk

perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.
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Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Jumlah
Penduduk 1.149.710  1.153.803 1.157.500 1.160.677 1.164.649 1.231.013
(Jiwa)
Laju
Pertumbuhan 0,66 0,35 0,32 0,27 0,30 0,79
Penduduk (%)
Sex Ratio (%) 100.38 100,38 100,4 100,4 100.37 101,3
Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022 (Hasil Proyeksi Penduduk)

Pada grafik di bawah dapat diketahui selama kurun waktu tahun
2016-2020 populasi penduduk laki-laki selalu lebih banyak dibandingkan

dengan populasi penduduk perempuan.

Gambar 2.2.
Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
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) 2016 2017 2018 2019 2020 )
m Laki-laki (jiwa) 575,379 577,680 579,785 581,692 583,395
s Perempuan (jiwa) | 573,062 575,376 577,515 579,475 581,254
m— Total (jiwa) 1,148,441 1,153,056 | 1,157,300 1,161,167 1,164,649
Pertumbuhan (%) 044 0.40 037 0.33 0.30

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2020

Pada tahun 2020 jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi
583.295 jiwa, yang sebelumnya pada tahun 2019 berjumlah 581.692
jiwa. Jadi sekitar 1.602 jiwa penambahan jumlah penduduk laki-laki.
Sedangkan jumlah penduduk perempuan juga mengalami kenaikan pada

tahun 2020 walaupun jumlahnya masih dibawah jumlah penduduk laki-

1I-13
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laki. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2019 berjumlah 579.475
jiwa, pada tahun 2020 berjumlah 581.254 jiwa. Jadi peningkatan
penduduk perempuan sekitar 1.770 jiwa. Meskipun demikian, komposisi
penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Blitar relatif seimbang.

Adapun persebaran penduduk per kecamatan disajikan dalam tabel
berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Sex Ratio
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Tingkat
Kecamatan Ii:‘l;{ii- Perempuan Jumlah W?ll:\;zh Kepa:ldata
Penduduk
BAKUNG 13,707 13,628 27,335 111.24 245.73
WONOTIRTO 19,334 18,586 37,920 164.54 230.46
PANGGUNGREJO 21,640 20,657 42,297 119.04 355.32
WATES 15,103 15,048 30,151 68.76 438.50
BINANGUN 23,113 22,749 45,862 76.79 597.24
SUTOJAYAN 25,498 25,578 51,076 44.2 1,155.57
KADEMANGAN 35,091 34,621 069,712 105.28 662.16
KANIGORO 41,075 40,694 81,769 55.55 1,471.99
TALUN 32,813 32,606 65,419 49.78 1,314.16
SELOPURO 22,120 21,780 43,900 39.29 1,117.33
KESAMBEN 26,471 26,562 53,033 56.96 931.06
SELOREJO 19,307 19,310 38,617 52.23 739.36
DOKO 20,532 20,169 40,701 70.95 573.66
WLINGI 27,118 26,601 53,719 66.36 809.51
GANDUSARI 37,046 36,194 73,240 88.23 830.10
GARUM 34,424 33,889 68,313 54.56 1,252.07
NGLEGOK 37,829 36,978 74,807 92.56 808.20
SANANKULON 29,041 28,487 57,528 33.33 1,726.01
PONGGOK 54,684 53,485 108,169 103.83 1,041.79
SRENGAT 33,813 33,902 67,715 53.98 1,254.45
WONODADI 24,899 24,198 49,097 40.35 1,216.78
UDANAWU 21,853 21,512 43,365 40.98 1,058.20
KABUPATEN 616,511 607,234 1,223,74 1,588.79 770.24
BLITAR 5

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2021 (Hasil SP 2020)
Dari Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dapat diketahui bahwa

kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Ponggok sedangkan

I1-14
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jumlah penduduk dengan populasi terkecil adalah Bakung. Adapun
kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah
Kecamatan Sanankulon dan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk
terendah adalah Kecamatan Wonotirto.

Piramida penduduk dapat menggambarkan komposisi penduduk
menurut umur dan jenis kelamin serta menunjukkan tingkat
perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda.
Struktur penduduk Kabupaten Blitar tahun 2021 ditampilkan pada

gambar berikut.

Gambar 2.3.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Blitar 2021
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Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

s




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa porsi penduduk
produktif tahun 2021 masih cukup dominan dibandingkan dengan usia
non produktif. Jumlah penduduk wusia produktif (15-64) sejumlah
854.354 jiwa dengan persentase sejumlah 69,40%. Sedangkan untuk
jumlah penduduk di usia non produktif 0-14 tahun sejumlah 255.094
jiwa dengan persentase 20,72% maupun usia lebih dari 65 tahun dengan

jumlah 121.565 jiwa dengan persentase 9,88%.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
A. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah
dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun
atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai
tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah
tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB dibagi
atas PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga
konstan (ADHK).

Tabel 2.6
Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga
Konstan Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

& e R 7.253,24 7.371,06 | 7.375.20 7.376,26
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 986,09 1.021,98 1.050,01 999,53 1.015,22
C Industri Pengolahan 3.133,55 3.351,76 3.612,44 3.422,52 3.609,16
D Pengadaan Listrik dan Gas 17.08 17.95 18.95 18.67 19.08
E Pengadaan  Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur 8,44 8,86 9,35 9,82 10,39
Ulang
F Konstruksi 2.154,86 2.317,65 2.474,40 2.350,62 2.370,41
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda | 4.268,49 4.574,06 4.861,81 4.509,51 4.772,54
Motor
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° °
H Transportasi dan Pergudangan 295,61 320,06 346,16 326,07 359,02
: somyoilamn  Akomodssl  dan 223,88 244,89 262,85 251,98 264,01
Makan Minum
J Informasi dan Komunikasi 1.519,57 1.651,32 1.801,76 1.969,02 2.104,41
Jasa Keuangan dan Asuransi 516,41 544,11 559,58 556,91 566,55
L Real Estate 454,76 490,41 518,98 530,46 553,83
M,N Jasa Perusahaan 81,66 87,89 93,54 86,34 89,10
O Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 774,81 806,97 837,64 833,27 835,12
Wajib
P Jasa Pendidikan 958,95 1.013,32 1.090,44 1.122,60 1.142,14
Q Jasa " Kesehatan dan Kegiatan | 4, 75 209,59 224,86 241,60 255,32
Sosi , , , , ,
RS, T.U | Jasa lainnya 347,59 372,17 396,26 341,34 357,47
PDRB 23.107,48 | 24.286,24 | 25.530,11 | 24.945,46 | 25.700,02

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

Blitar meliputi

*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Jika dilihat dari data PDRB ADHK pada tabel di atas, pada tahun
2021 dapat diidentifikasi 4 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten

pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.

7.376,26 Miliar. Terbesar kedua adalah sektor pedagangan besar dan

eceran, reparasi mobil dan sepedah motor sebesar Rp. 4.772,54 miliar,

sektor industri sebesar Rp. 3.609,16 miliar dan sektor konstruksi sebesar

Rp. 2.370,41 miliar.

Tabel 2.7

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah

L Pertanian,  Kehutanan, — dan | 85458 | 11.334,83 | 11,764,94 | 11.916,90 | 12.116,80
Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 1.324,25 1.462,90 1.537,12 1.499,15 1.577,79
C Industri Pengolahan 4.164,41 4.592,72 5.059,74 4.871,80 5.310,44
D Pengadaan Listrik dan Gas 18,45 20,21 21,67 20,89 21,43
E Pengadaan  Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang ) o DS Lo Lo
F Konstruksi 2.999,71 3.253,75 3.387,27 3.227,15 3.294,97
G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5.573,15 6.208,69 6.772,51 6.349,84 6.954 47
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® °
H Transportasi dan Pergudangan 400,65 442,03 487,62 460,56 511,55
I i/gﬁ’edi&‘?ﬂ PRETOIES  GER | g qq 330,29 360,67 352,33 381,74
an mum
J Informasi dan Komunikasi 1.599,46 1.738,44 1.919,60 2.102,65 2.266,60
Jasa Keuangan dan Asuransi 733,12 786,18 814,14 813,59 837,72
L Real Estate 562,42 632,78 687,83 714,86 762,71
M,N Jasa Perusahaan 106,25 119,07 129,80 122,98 127,62
(0] Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial 1.011,56 1.117,49 1.236,77 1.281,37 1.282,51
Wajib
P Jasa Pendidikan 1.258,46 1.344,69 1.473,73 1.535,25 1.563,08
Q ‘éi:"l" " Keschatan dan Kegiatan | 534 47 257,09 281,00 304,40 323,61
R,8,T,U | Jasalainnya 420,31 465,65 501,60 438,63 474,13
PDRB 31.574,36 | 34.117,38 | 36.447,14 | 36.023,96 | 37.819,73

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara

Sebagaimana tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021
diidentifikasi 4 sektor terbesar PDRB ADHB yaitu pertanian, kehutanan,
dan perikanan sebesar Rp. 12.116,80 Miliar, sektor pedagangan besar
dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp. 6.954,47 Miliar,
sektor industri sebesar Rp. 5.310,44 Miliar, dan sektor konstruksi
sebesar Rp. 3.294,97 Miliar.

B. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung
dengan membagi penduduk berdasarkan tingkat pendapatannya
kemudian menetapkan proporsi pendapatan yang diterima masing-
masing kelompok penduduk. Indeks Gini secara luas digunakan untuk
mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Besaran
nilai Indeks Gini berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu
(ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin mendekati
nol dapat diartikan bahwa menunjukkan pemerataan pendapatan yang

semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati
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satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin
besar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin
meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan

pembangunan ekonomi di setiap wilayah.

0.5
0.4 — & " .
0.3 — 'd‘w)
0.2
0.1
0
2017 2018 2019 2020 2021
—4—Blitar 0.37 0.38 0.33 0.35 0.338
== Jawa Timur 0.415 0.371 0.304 0.304 0.374
Indonesia 0.391 0.384 0.380 0.385 0.381
Gambar 2.4.

Gini Ratio Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa Indeks Gini
Kabupaten Blitar pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021
mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten
Blitar mencapai 0,37 dan mengalami kenaikan serta penurunan hingga
menjadi 0,358 ditahun 2021. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan
Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka nilai indeks gini
Kabupaten Blitar pada tahun 2021 berada dibawah nilai indeks gini
Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana Indeks Gini Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2021 mencapai 0,374, Nasional sebesar 0,381,
sedangkan Kabupaten Blitar hanya 0,358.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun 2019 naik dari
5,1 di tahun 2018 menjadi 5,12. Namun tahun 2020 karena adanya
pandemik, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi -2,29.

Selanjutnya, ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 mengalami
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pertumbuhan sebesar 3,0. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021
upaya pengendalian pandemi Covid-19 Kabupaten Blitar berhasil
mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Semua kategori mengalami
pertumbuhan positif. Peningkatan pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,10 persen
diikuti Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 6,88 dan
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar

5,83 persen.

Tabel 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2021

Pertanian, Kehutanan, dan

>

. 2,19 1,15 1,62 0,06 0,01

Perikanan
B Pertambangan dan Penggalian 5,62 3,64 2,74 -4,81 1,57
C Industri Pengolahan 6,50 6,96 7,78 -5,26 5,45
D Pengadaan Listrik dan Gas 455 5,08 5,59 -1,51 2,22
E Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,07 4,94 5,57 5,01 5,83
F Konstruksi 7,90 7,55 6,76 | -5,00 | 0,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; :

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor GRS B 6,29 = T
H Transportasi dan Pergudangan 8,01 8,27 8,16 -5,80 10,10
I Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum 8,60 9,39 7,33 -4,13 4,77
J Informasi dan Komunikasi 8,54 8,67 9,11 9,28 6,88

Jasa Keuangan dan Asuransi 3,55 5,36 2,84 -0,48 1,73
L Real Estate 4,57 7,84 5,82 2,21 4,41

M,N Jasa Perusahaan 5,29 7,62 6,43 -7,70 3,20

(@] Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial 2,21 4,15 3,80 -0,52 0,22

Wajib
P Jasa Pendidikan 4,08 5,67 7,61 2,95 1,74
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan

Sosial 5,28 7,64 7,28 7,44 5,68

R,S,T,U | Jasa lainnya 5,20 7,07 6,47 | -13,86 | 4,73
PDRB ADHK 5,07 5,10 5,12 -2,29 3,02

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
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Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar pada tahun
2021 mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun
yang sama, maka pertumbuhan ekomoni Kabupaten Blitar masih berada
dibawahnya. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021
mencapai 3,57, Nasional 3,69, sedangkan Kabupaten Blitar hanya 3,02.
Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

E
g

-2
-3

2016 2017 2018 | 2019 2020 2021

—4—DBlitar 2.08 2.07 2.10 2.12 -2.29 3.02
—l—Jawa Timur 35.57 2.46 o.47 2.93 -2.33 3.97
Indonesia 2.03 2.07 2.17 .02 -2.07 3.69

Gambar 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2016-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022 dan BPS Provinsi Jawa Timur

D. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Blitar tahun 2021 didominasi oleh 5
(lima) kategori lapangan wusaha, yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan yaitu mencapai 32,04 persen, selanjutnya lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
sebesar 18,39 persen disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan
sebesar 14,04 persen, berikutnya lapangan usaha Informasi dan
Komunikasi sebesar 5,99 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan
sebesar 4,13 persen.

Di antara kelima lapangan usaha yang dominan tersebut, selama

tahun 2021 hanya Kategori Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan
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Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Informasi dan Komunikasi
saja yang mengalami peningkatan peranan. Sedangkan dua lapangan
usaha yang lain, peranannya menurun. Sementara itu, peranan lapangan
usaha Pertambangan dan Penggalian; Transportasi dan Pergudangan;
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estat, Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya justru meningkat meskipun
peranannya masing-masing kurang dari S5 persen. Lapangan usaha
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya cenderung menurun.
Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha
tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut
dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 2.9
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Blitar
Tahun 2017-2021

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 34,38 | 33,22 | 32,28 | 33,08 32,04
B Pertambangan dan Penggalian 4,19 4,29 4,22 4,16 4,17
C Industri Pengolahan 13,19 13,46 13,88 13,52 14,04
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
D | e o g™ S | 003 | 003 | o | 003 | oos
F Konstruksi 9,50 9,54 9,29 8,96 8,71
G | Reparasi Mobi dan Sepeda Motor | 17:65 | 18.20 | 18,58 | 17,63 | 1839
H Transportasi dan Pergudangan 1,27 1,30 1,34 1,28 1,35
I Efirrlliiiiaan Akomodasi dan Makan 0,95 0,97 0,99 0,98 1,01
J Informasi dan Komunikasi 5,07 5,10 5,27 5,84 5,99
K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,32 2,30 2,23 2,26 2,22
L Real Estate 1,78 1,85 1,89 1,98 2,02
M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,35 0,36 0,34 0,34
e I I
P Jasa Pendidikan 3,99 3,94 4,04 4,26 4,13
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,76 0,75 0,77 0,84 0,86
R,S,T,U Jasa lainnya 1,33 1,36 1,38 1,22 1,25
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PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100 100 100 100 100

Sumber: Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022
*Angka Sementara **Angka Sangat Sementara
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E. Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Blitar dengan mengacu pada hasil
inflasi Kota Kediri. Selama periode 2017-2021, tingkat inflasi Kabupaten
Blitar cukup stabil cenderung turun kecuali pada tahun 2020. Pada
tahun 2021 relatif terkendali pada kisaran angka yang rendah, yakni
sebesar 1,64%.

4 3.44
3.5

2.5 1.97 1.83 1.93 L 64

0.5

2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.6.

Tingkat Inflasi Kabupaten Blitar tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia atau (IPM) merupakan instrumen
yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan manusia pada
suatu wilayah yang dilihat berdasarkan tiga aspek penilaian penting,
yakni aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi. IPM
Kabupaten Blitar dalam periode 2017 hingga 2021 nilainya semakin
meningkat. Pada tahun 2019 jumlahnya sebesar 70,57 atau meningkat
sebesar 0,54 dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 69,9. Lalu
pada tahun 2021 IPM Kabupaten Blitar meningkat menjadi 71,05.
Berdasarkan capaian tersebut IPM Kabupaten Blitar mengalami kenaikan
kategori menjadi wilayah tinggi dengan rentang IPM diantara 70 - 80.

Kenaikan IPM tersebut merupakan hasil yang diperoleh dari proses
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akumulasi perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang
selama ini telah dilakukan. IPM sendiri merupakan indeks komposit dari
tiga indeks, yakni; Indeks Pendidikan yang mencerminkan seberapa luas
pengetahuan dan tingkat pendidikan dari masyarakat; Indeks Kesehatan
yang mencerminkan tingkat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat;
dan terakhir Indeks Pengeluaran (Puschasing Power Parity/PPP) yang

berfungsi untuk menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat.

Tabel 2.10
Komponen IPM Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Angka Harapan Hidup 72,99 73,16 73,39 73,52 73,61
Indeks Kesehatan 0,8152 0,8178 0,8214 0,8234 0,82
Harapan Lama Sekolah 12,43 12,44 12,45 12,46 12,63
Rata-Rata Lama Sekolah 7,26 7,27 7,29 7,39 7,50
Indeks Pendidikan 0,5873 0,5879 0,5888 0,5924 0,60
Pengeluaran 9.828 10.327 10.861 10.654 10.757
Indeks Daya Beli 0,6961 0,7112 0,7210 0,72 0,72
IPM Kabupaten Blitar 69,33 69,93 70,57 70,58 71,05

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Meskipun IPM Kabupaten Blitar terus mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun, namun nilai IPM Kabupaten Blitar selama kurun waktu
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 selalu berada dibawah nilai IPM
Provinsi Jawa Timur dan Nasional, hal tersebut dapat dilihat pada

gambar berikut ini:

73.00
72.50
72.00
71.50

71.00
70.30
70.00
69.50

69.00
68.50
68.00
67.30

2017 2018 2019 2020 2021
=4—Kab. Blitar 69.33 69.93 70.57 70.38 71.05
== Jawa Timur 70.277 70.77 71.30 71.71 72.14

Indonesia 70.81 71.39 71.92 71.94 72.29

Gambar 2.7.
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IPM Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional

Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik 2022
B. Kemiskinan

Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Blitar selama kurun
waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuasi,
dimana pada tahun 2016 persentasenya mencapai 9,88 persen dan terus
mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 8,94 persen. Di tahun
2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Blitar mengalami
kenaikan sebesar 0,32 persen dibanding tahun 2020 yakni dari 9,33
persen menjadi 9,65 persen. Meningkatnya persentase penduduk miskin
sejak tahun 2020 utamanya disebabkan oleh dampak pandemi Coviid-19.
Kondisi ekonomi dan sosial serta sektor lainnnya yang terdampak
pandemi belum pulih sepenuhnya sampai dengan tahun 2021 sebab
Covid-19 masih menyebar di seluruh dunia dan menjadi perhatian utama
semua bangsa.

Meski terbilang tinggi, namun tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar
selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 apabila
dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dan
nasional, selalu berada dibawah. Sebagai contoh pada tahun 2021 tingkat
kemiskinan Provinsi Jawa Timur mencapai 10,59 persen, Nasional

mencapai 9,71 persen, sedangkan Kabupaten Blitar hanya 9,65 persen.

14.00

12.00

10.00 b o o >

8.00 hd -

6.00

4.00

2.00

0.00 2017 2018 2019 2020 2021

—4—Blitar 9.80 9.72 8.94 9.33 9.65
Jawa Timur  11.20 10.85 10.20 11.46 10.59
Indonesia 10.12 9.66 9.22 10.19 9.71
Gambar 2.1.
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Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar berbanding Jawa Timur dan

Nasional Tahun 2017-2021
Sumber: BPS RI, 2022

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Blitar dapat disajikan dengan
tabel di
Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, diketahui jumlah penduduk

beberapa indikator sebagaimana dimuat pada bawah.
miskin di Kabupaten Blitar mengalami sempat mengalami penurunan
periode 2017 sampai dengan 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021
meningkat dan mencapai 112,62 ribu jiwa pada tahun 2021.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2021 menunjukkan
angka 0,85 yang berarti lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar 1,35.
Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) ini mengindikasikan
bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Blitar
cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan
pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Selanjutnya,
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2021 juga lebih rendah
dibanding tahun sebelumnya, berarti semakin rendah ketimpangan

pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel 2.11
Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2017-2021

Garis Kemiskinan (Rupiah) 285.474 | 305.440 | 318.534 | 325.675 | 335.573
Jumlah Penduduk Miskin (ribu 112,93 112,40 103,75 108,55 112,62
jiwa)

Persentase Penduduk Miskin (%) 9,8 9,72 8,94 9,33 9,65
Indeks Kedalaman Kemiskinan 1,16 1,33 1,13 1,35 0,85
(P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan 0,22 0,28 0,23 0,30 0,14
(P2)

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2022

Dalam jumlah penduduk miskin tersebut, berdasarkan data
Badan Pusat Statistik, ada yang merupakan kemiskinan miskin ekstrem.
Kemiskinan ekstrem (kemiskinan absolut) didefinisikan sebagai kondisi

dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan
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ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity).
Pemerintah telah menetapkan target menghilangkan kemiskinan ekstrem
pada akhir tahun 2024. Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol
persen ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau
Suistanable Development Goals (SDG’s) yang memuat komitmen global
untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan
melalui tiga strategi utama, yaitu: (a) penurunan beban pengeluaran
masyarakat; (b) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (c)

meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat
diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial,
yaitu: Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan
Kartu Sembako; Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden,
Top Up bansos regular; Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Nasional; Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan

khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan
melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat,
diantaranya melalui: Peningkatan akses pekerjaan, melalui program
Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan
prasarana; Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui
program vokasi dan pelatihan; Peningkatan akses terhadap aset
produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan;
Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan
akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan
kewirausahaan; dan Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan

usaha ultra mikro dan mikro.
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Penurunan Kemiskinan Ekstrem juga dilakukan dengan
meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan sinergi kebijakan
peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya
melalui:

a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan
infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan
infrastruktur sanitasi air minum layak.

b) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan
peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur

jalan.

Sebagaimana Surat Kepala Sekretariat Wakil Presiden Nomor
B.38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 perihal Wilayah Prioritas Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Tahun 2022, Kabupaten Blitar
merupakan salah satu dari 212 kabupaten/kota lokus prioritas
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Meskipun secara
persentase rendah, namun Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa
Tengah memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak.
Tingkat kemiskinan ekstrim di Jawa Timur pada tahun 2021 tercatat
sebesar 4,4 persen atau 1.746.990 jiwa dan pada tahun 2021 sejumlah 5
kabupaten masuk dalam pilot project atau percontohan program nasional
percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, yaitu Bangkalan, Sumenep,
Probolinggo, Bojonegoro, dan Lamongan. Adapun tingkat kemiskinan

ekstrim di Kabupaten Blitar Tahun 2021 sebesar 1,39% atau 16.220 jiwa.

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022
tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Presiden
menugaskan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah nyata
percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menindaklanjuti Inpres
dimaksud, pada tahun 2022 Dinas Sosial melaksanakan pendataan dan
profiling kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar sehingga dapat menjadi

pedoman intervensi program. Adapun percepatan penghapusan
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kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 akan dilakukan konvergensi
program, dimana penduduk ekstrem akan ditingkatkan kualitas
hidupnya melalui penyediaan akses perumahan (melalui rehabilitasi
Rumah Tidak Layak Huni), Penyediaan akses sanitasi dan air bersih,
ditingkatkan pendapatannya melalui berbagai program pelatihan (mulai
dari proses produksi hingga ke pemasaran), serta disiapkan Bantuan
Langsung Tunai bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia,
anak, dan penyandang disabilitas. Adapun wupaya mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, pengendalian harga dan stok
bahan pokok, kemudahan akses layanan kesehatan dan pendidikan
diharapkan mampu menjaga daya beli dan mengurangi beban

pengeluaran masyarakat.

C. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam lima (5)
status, yakni: (1) Desa Sangat Tertinggal; (2) Desa Tertinggal; (3) Desa
Berkembang; (4) Desa Maju; dan (5) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa
tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam
rentang skor 0,27 - 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5
status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status
perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang
diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua
status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan
kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan
intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal
akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan Desa
Tertinggal.

Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566
klasifikasi status desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
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Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815

Desa Mandiri: > 0,815

2.
3.
4.
5.

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan
faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti
terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial
maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa
Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan
yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi
berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa
Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu,
kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan
potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan
mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju.

Capaian indikator IDM Kabupaten Blitar selama periode tahun
2018 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami kenaikan dengan
status kategori Maju, dari yang semula 0,7102 pada tahun 2018 naik
menjadi 0,7439 di tahun 2021. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

0.76 —— 0.7439
0.74 0.7159 ' -
0.7102 .
0.72
0.7
0.68
2018 2019 2020 2021

s=—=Indeks Desa Membangun [DM)

Gambar 2.2.
Status IDM di Kabupaten Blitar Tahun 2018-2021

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2022
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Berdasarkan data IDM yang dipublikasikan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diperoleh informasi
status IDM masing-masing kecamatan di Kabupaten Blitar tahun 2021.
Dari 22 Kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, terdapat 3 kecamatan
dengan Status IDM nya berkembang, 18 kecamatan dengan Status IDM
nya maju dan 1 kecamatan dengan Status IDM nya mandiri yaitu

Kecamatan Kesamben.

Tabel 2.12
Status IDM Kecamatan di Kabuiaten Blitar Tahun 2021
1 Bakung 0.6899 11 Berkembang
2 Binangun 0.7538 12 Maju
3 Doko 0.7800 10 Maju
4 Gandusari 0.7165 14 Maju
5 Garum 0.8057 5 Maju
6 Kademangan 0.7106 14 Maju
7 Kanigoro 0.7620 10 Maju
8 Kesamben 0.8286 10 Mandiri
9 Nglegok 0.7425 10 Maju
10 Panggungrejo 0.7108 10 Maju
11 Ponggok 0.7461 15 Maju
12 Sanankulon 0.7487 12 Maju
13 Selopuro 0.7863 8 Maju
14 Selorejo 0.7481 10 Maju
15 Srengat 0.7607 12 Maju
16 Sutojayan 0.6668 4 Berkembang
17 Talun 0.7757 10 Maju
18 Udanawu 0.7567 12 Maju
19 Wates 0.7013 8 Berkembang
20 | Wlingi 0.7114 4 Maju
21 Wonodadi 0.7126 11 Maju
22 Wonotirto 0.7389 8 Maju
23 | BLITAR 0.7439 220 MAJU

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi, 2022

D. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan
memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur
pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang
sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan

ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.
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Nilai IPG diatas 90 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir
menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan gender di Kabupaten
Blitar sudah mendekati seimbang antara laki-laki dan perempuan. IPG
Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tahun 2017-2021 berfluktuasi dari
92,50 pada tahun 2017 menjadi 92,33 pada tahun 2018 kemudian
meningkat di tahun 2019 menjadi 92,73 pada tahun 2020 kembali
mengalami penurunan sebesar 0,03 poin menjadi 92,70 dan pada tahun
2021 kembali naik menjadi 92,76. Fluktuasi IPG selama kurun waktu
tersebut karena adanya fluktuasi beberapa indikator dalam komponen
IPG yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jenis kelamin laki-laki
Kabupaten Blitar tahun 2021 mencapai 74,67 meningkat 0,46 poin atau
tumbuh sebesar 0,46 persen dibanding tahun 2020. Sedangkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) jenis kelamin Perempuan Kabupaten Blitar
mencapai 69,69 meningkat 0,47 poin atau tumbuh sebesar 0,47 persen

dibanding tahun 2020.

92.80 92,76
92.73 92.70
92.70
92.60
92.50
92.50
92.40 92.33
92.30
92.20
92.10
2017 2018 2019 2020 2021
Gambar 2.3.

Perkembangan IPG Kabupaten Blitar
Sumber: BPS RI, 2022, diolah

E. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit

yang dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif,
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dalam angkatan kerja, dalam pekerjaan tingkat manajerial, dan upah
pekerja perempuan di sektor non pertanian. IDG Kabupaten Blitar pada
2017-2020 selalu mengalami peningkatan, yang artinya kesetaraan dan
keadilan akses perempuan atas kehidupan ekonomi, politik dan
manajerial semakin baik sehingga dapat berperan aktif dalam ekonomi
maupun politik. Dengan memperhatikan nilai IPG dan IDG ini diharapkan
ke depan pengambilan kebijakan dan program pembangunan yang
responsif gender dapat terus dilanjutkan sehingga posisi perempuan akan
semakin setara dengan laki-laki dan peran perempuan dalam
memberikan nilai tambah di masyarakat semakin nyata. Selanjutnya
pada tahun 2021 nilai IDG di Kabupaten Blitar sedikit mengalami
penurunan hingga menjadi 79,68.

81 80.32

80
79
78
77
76

73

= NI &

= [

2020

Gambar 2.4.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar

Tahun 2017-2021
Sumber: BPS RI, 2022, diolah

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan mempunyai nilai
strategis berupa kontribusi terhadap pertumbuhan IPM. Keberhasilan di
bidang pendidikan dapat diukur berdasarkan pemerataan dan perluasan
pendidikan serta peningkatan efisiensi dan kualitas manajemen

pendidikan.
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1. Angka Melek Huruf (SPM)

Definisi Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15
tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf
latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya
terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi angka melek
huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan
kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki
kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu
lisan maupun tulisan.

Angka melek huruf di Kabupaten Blitar sudah cukup baik pada
angka 94,62% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan adanya sebuah
sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang
memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh
kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-
hari dan melanjutkan pembelajarannya. Namun, pada tahun 2020 angka
melek huruf di Kabupaten Blitar mengalami sedikit penurunan sebesar
0,42% sehingga berada pada angka 94,20%, kemudian pada tahun 2021

mengalami penurunan kembali hingga menjadi 93,78%.

93

94.55 94.62
94.5 94.20
93.78
9356
93.5
93 92.62
92.5
92
91.5
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m Angka Melek Huruf
Gambar 2.5.

Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar Tahun 2021 dan Kabupaten Blitar Dalam Angka
2022
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2. Angka Partisipasi

Data Pendidikan pada tabel di bawah menunjukkan masih adanya
penduduk yang belum mendapatkan akses pendidikan. Angka Partisipasi
Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang
bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap
jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan
tersebut. APK kemudian digunakan untuk mengukur keberhasilan
program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka
memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.
APK Kabupaten Blitar Tahun 2021 pada jenjang SD/MI sebesar 103,19%
atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang hanya
mencapai 100%, pada jenjang SMP/MTs sebesar 103,85% pada tahun
2021. berdasarkan data tersebut maka APK Kabupaten Blitar sudah baik.
Angka partisipasi murni SD/MTS sebesar 97,08%, yang artinya diantara
100 anak jenjang SD terdapat 2 orang yang tidak mendapat akses
sekolah. Sedangkan APM SMP/MTS adalah 88,32%, dimana diantara 100
anak jenjang SMP terdapat 11 anak yang tidak mendapat akses
pendidikan. Terdapat beberapa penyebab mengapa masih terdapat
penduduk yang tidak bersekolah antara lain akses pendidikan yang
masih terbatas, kesadaran penduduk akan pendidikan masih rendah dan

kualitas pelayanan pendidikan yang belum optimal.

Tabel 2.13
Data Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

1 | APS (%)
- SD/MI dan Paket A 96 97 100 100 100 97,08
- SMP/MTs dan Paket B 77 81 100 100 100 88,32
2 | APM (%)
- SD/MI dan Paket A 97 97 98 98 96,99 97,08
- SMP/MTs dan Paket B 85 86 86 89 87,78 88,32
3 | APK (%)
| - SD/MI dan Paket A | 99 | 100 | 100 | 10124 | 100 103,19
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- SMP/MTs dan Paket B 99 100 100 104,8 99 103,85
4 | Angka Putus Sekolah (%)

- SD 0 0 0 0 0 0

- SMP/MTs 0 0 0 0 0 0
5 Angka Kelulusan

-SD 100 100 100 100 100 100

- SMP/MTs 100 100 100 100 100 100

Sumber: 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. Kabupaten Blitar Dalam Angka 2022

3. Ketersediaan Sekolah dan Guru

Kualitas layanan pendidikan sangat ditentukan dengan
ketersediaan sekolah yang representatif. Hal utama yang harus menjadi
perhatian adalah ketersediaan, setelah itu kualitas sekolah. Keberadaan
guru yang memadai baik secara jumlah dan kualitas mejadi hal penting
kedua dalam meningkatkan pendidikan di daerah. Berikut data
ketersediaan guru di Kabupaten Blitar periode 2016-2020 berdasarkan
pada data yang telah dihimpun:

Tabel 2.14
Ketersediaan Sekolah dan Guru di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

1 Persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 (%)
- SD/MI 83 95 95 95 95 95
- SMP/MTs 79 95 95 95 95 95
2 Persentase guru SD/SDLB bersertifikasi (%) (SDG’s)
- SD/MI 74 90 90 90 90 90
- SMP/MTs 82 94 94 94 95 95

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Guru yang berkulifikasi serta bersertifikasi selalu meningkat setiap
tahunnya, kondisi ini memunculkan angin segar untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar.
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Gambar 2.6.
Persentase Sekolah Dengan Bangunan Baik Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar selain telah
didukung oleh rasio ketersediaan sekolah yang cukup memadai, fasilitas
pendidikan berupa gedung bangunan juga cukup baik. Data
menunjukkan dari tahun 2016 hingga 2019 cenderung mengalami
peningkatan kualitas gedung sekolah yang kemudian masih bertahan
pada tahun 2020 dengan presentase kondisi bangunan baik pada jenjang
SD/MI 95% dan 98% pada jenjang SMP/MTs. Sehingga dengan adanya
kondisi bangunan yang baik maka dapat memberikan dampak dan

manfaat terhadap baiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Blitar.

4. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar mulai tahun 2016-2021
secara umum meningkat namun bila dilihat secara series secara 6 tahun
angka pertumbuhannya hanya berselisih 0,25. Hal ini diartikan bahwa
rata-rata penduduk di Kabupaten Blitar memiliki pendidikan tinggi
hingga 7 tahun atau setara Kelas VIII SMP. Sementara untuk Harapan
Lama Sekolah menerjemahkan seberapa tinggi ekspetasi pendidikan yang
dapat mereka dapatkan apabila tinggal di Blitar. Angka tahun 2021

menunjukkan Harapan Lama Sekolah ialah 12,63 yang berarti setidaknya
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masyarakat Kabupaten Blitar memiliki harapan untuk dapat melanjutkan

pendidikan hingga Perguruan Tinggi.

Tabel 2.15
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

] Rata-Rata Lama 795 726 7.07 7.29 7.39 7.50
Sekolah

o |Harapan lamal o 4o | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | 12.63
Sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Blitar, 2021

B. Kesehatan

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai akan berdampak
pada membaiknya tingkat kesehatan penduduk. Selain itu ketersediaan
tenaga kesehatan juga sangat berpengaruh dalam melaksanakan
pelayanan kesehatan. Telah disadari bahwa pembangunan kesehatan
merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan pembangunan ekonomi sehingga pembangunan kesehatan dapat
dianggap sebagai investasi bagi pembangunan masyarakat di masa yang
akan datang. Oleh sebab itu peningkatan pelayanan di bidang kesehatan
dan akses masyarakat terhadap sektor kesehatan perlu mendapatkan
perhatian utama.
1. Angka Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup menjadi Indikator utama tingkat kesehatan
masyarakat di suatu daerah. Terkait hal itu, masyarakat Kabupaten
Blitar memiliki Angka Harapan Hidup (AHH) yang berangsur-angsur
meningkat dalam rentang enam tahun terakhir. Tahun 2018 jumlah
angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Blitar diketahui berjumlah
73,16. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 73,39. Data
terakhir angka harapan hidup ini kembali mengalami peningkatan pada
tahun 2020 menjadi sebesar 73,52 dan pada tahun 2021 kembali
meningkat hingga menjadi 73,61. Peningkatan AHH penduduk Kabupaten

11-39
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Blitar secara kontinyu tersebut dapat diartikan bahwa rata-rata
penduduk Kabupaten Blitar memiliki usia hidup dengan usia 73 tahun.
Angka Harapan Hidup (AHH) ini sangatlah bergantung oleh tingkat
kesehatan seseorang serta didukung dari kualitas hidup lainya, dengan
asumsi bila semakin baik tingkat kesehatannya maka semakin tinggi

angka harapan hidup orang tersebut.

Tabel 2.16
Angka Harapan Hidup Tahun 2016-2021
TAHUN 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Angka Harapan Hidup 72,89 72,99 73,16 73,39 73,52 73,61

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022

2. Indikator Bayi dan Balita

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran di Kabupaten Blitar cukup
rendah dan semakin menurun pada tahun 2020 yaitu 6,84, namun pada
tahun 2021 kembali meningkat menjadi 7,82. Sedangkan prevalensi
balita gizi buruk pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu
mencapai 0,17%. Selain itu prevalensi stunting di Kabupaten Blitar dari
tahun 2017 ke 2021 terus mengalami penurunan dari 23,2% menjadi
9,58% di tahun 2021. Kasus gizi buruk dapat menjadi prioritas dari
pemerintah mengingat jumlahnya yang meningkat setiap tahunnya.
Meskipun demikian, hal ini ditangani dengan cukup baik terlihat dari
indikator cakupan balita gizi buruk yang tertangani di Kabupaten Blitar
yaitu mencapai 100%. Peningkatan prevalensi diimbangi juga dengan
cakupan posyandu per satuan balita yang cukup baik, yaitu 1:46 yang
artinya setiap posyandu melayani 46 balita. Meskipun cakupan
kunjungan bayi pada tahun 2020 sedikit menurun yaitu berada pada
99,09%, namun secara keseluruhan kinerja pemerintah dalam
memperhatikan kesehatan bayi dan balita di Kabupaten Blitar sudah
baik.
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Indikator Terkait Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

1 Angka Kematian Bayi/ | 10,45 9,13 9,03
1000 KH (SDG’s)
2 Prevalensi Stunting 19,7% 23,2% 17,2% 11,60% 9,89% 9,58%
8 Peningkatan Prevalensi 1,18 0,148 0,124 0,033 0,17 0,22
Balita Gizi Buruk (%)
4 Angka Kematian Ibu 70.75 51,76 64,98 117,33 148,43 490,58
5 Cakupan Balita Gizi Buruk 100 100 100 100 100 100
Mendapat Perawatan (%)

Sumber: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 2022
2. LKPJ Bupati Tahun 2021

Adapun terkait kinerja pelayanan RSUD, dimana Kabupaten Blitar
memiliki dua RSUD yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan RSUD Srengat

C.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat sedikitnya 9 (sembilan) indikator yang menjadi ukuran

keberhasilan Kabupaten Blitar pada urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten

Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.18
Kinerja Pemerintah Daerah
Pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja Realisasi
2016 ‘ 2017 2018

1 Persentase Cakupan Persen N/A 78,83 79,94 80,01 83,76
Layanan Infrastruktur (%)
(Jalan, Irigasi, Air Minum,
Sanitasi)

2 Persentase Ketaatan Ruang Persen N/A 79 80 80 70

(%)

3 Panjang jalan kabupaten Km 977,92 1.025,36 1.051,77 1109,47 1.281,98
dalam kondisi baik
-Panjang Jalan Kabupaten Km 1.383,27 1.383,27 1.383,27 1.558,30 1.558,30
-Panjang Jalan Provinsi Km 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88
-Panjang Jalan Nasional Km 46,28 46,28 46,28 46,28 46,28
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Satuan Realisasi

No Indikator Kinerja

4

Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air

Km

2016
12,45

2017
12,45

2018
13,83

2019
19,05

2020

Sempadan  sungai yang
dipakai bangunan liar (km)

Km

120

120

120

120

120

Drainase dalam  kondisi
baik/ pembuangan aliran
air tidak tersumbat (km)

Km

82,13

199,57

329,57

348,38

148,67

Pembangunan  turap di
wilayah jalan penghubung
dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan
kota (buah)

Buah

28

28

30

31

Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik (Ha)

Ha

27.902,00

26.852,6
3

24.399,3
2

24.420,1
3

24.730

Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah

Persen
(%)

1,08

1,1

1,5

1,5

1,3

ber HPL/HGB (%)

Sumber: 1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

2. LKjIP Pemkab Blitar Tahun 2021

1. Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi, Air
Minum, Sanitasi)

Cakupan layanan infarastruktur merupakan proporsi

yang
membandingkan antara jangkauan layanan pemerintah terhadap variabel
Jalan, Irigasi, Air Minum dan Sanitasi secara akumulatif terhadap total
seluruh masyarakat. Berikut grafik pergerakan persentase pada indikator

ini:

100
7883 79,94 80,01 83176

80 -
60

40 /
20 /

2016
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Gambar 2.7.
Pergerakan Persentase Cakupan Layanan Infrastruktur (Jalan, Irigasi,

Air Minum, Sanitasi) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021
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Memperhatkan grafik di atas, secara umum pergerakan persentase
pada indikator ini secara konsisten meningkat. Terbaca pada tahun 2017
persentase berada pada angka 78,83%, kemudian meningkat menjadi
79,94% setahun berikutnya dan di angka 80,01% pada tahun 2019
selanjutnya kokoh di angka 83,76% pada tahun 2020.

Namun, dengan rata-rata pertumbuhan yang hanya 0.75%
pertahun tentu akan sedikit menghambat pertumbuhan ekonomi.
Infrastruktur jalan termasuk vital untuk mendukung arus barang dan
jasa, begitupun irigasi yang memiliki peran dalam mendukung produksi.
Jika perkembangan pembangunan pada infrastruktur-infrastruktur
tersebut tidak optimal, maka pertumbuhan ekonomi secara umum tentu
tidak akan signifikan dan tentunya atmosfir perekonomian secara “riil” di
Kabupaten Blitar akan tetap pada level yang sama selama periode
kedepan.

Adapun air minum dan sanitasi memang tidak secara langsung
memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi, namun dukungan
kualitas lingkungan yang sehat dapat memberikan dampak terhadap
kondusifitas lingkungan yang baik dan ini secara tidak langsung dapat
menjadi daya tarik investasi tersendiri untuk Kabupaten Blitar di masa

yang akan datang.

2. Persentase Ketaatan Tata Ruang

Indikator ini merupakan persentase adanya kesadaran masyarakat
tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata
ruang yang ada. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, maka disajikan data beberapa tahun
terakhir. Merujuk pada data tersebut, diketahui bahwa ketaatan ruang di
Kabupaten Blitar cenderung meningkat. Pada tahun 2017 persentase
ketaatan tata ruang adalah sebesar 79%, lalu meningkat menjadi 80%
pada tahun 2018 dan 2019. Namun mengalami penurunan di tahun 2020

menjadi 70%.

11-43
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Gambar 2.8.
Pergerakan Persentase Ketaatan Tata Ruang di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Dengan adanya penurunan di tahun 2020 pada periode selanjutnya
relatif berat. Artinya perlu ada treatment khusus atau effort lebih untuk
memenuhi 100%. Pada dasarnya, pemenuhan ketaatan terhadap tata
ruang terhadap pembangunan tidak secara langsung memberi dampak
pembangunan di Kabupaten Blitar karena pemenuhannya terbilang
administratif.

Dampak pembangunan sangat tergantung pada kualitas RTRW
Kabupaten Blitar, jika muatan substansial pada RTRW Kabupaten Blitar
baik dengan analisis yang dalam dan kebijakan zonasi serta
pembangunan fisik yang tepat sasaran maka pemenuhan ketaatan
terhadap tata ruang ini akan sangat baik, jika sebaliknya maka
dampaknya tentu berbanding terbalik. Dengan asumsi bahwa RTRW
Kabupaten Blitar telah tersusun dengan ideal baik administratif maupun
substantif, maka dengan memperhatikan pergerakan persentase tersebut
dapat dikatakan pembangunan fisik di Kabupaten Blitar sedang bergerak
pada real yang positif.

3. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik
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Indikator ini mengukur panjang (km) kualitas jalan yang dapat
dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata di atas 40 km/jam. Berikut
grafik pergerakan panjang jalan yang dalam kondisi baik tahun 2016
sampai dengan 2020:
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Gambar 2.9.

Pergerakan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Kondisi jalan baik di Kabupaten Blitar menunjukkan peningkatan
yang konsisten. Dengan rata-rata kenaikan 4,30% per tahun, kondisi
jalan baik di Kabupaten Blitar melesat dari 977,92 Km di tahun 2016
menjadi 1109,47 km di tahun 2019, Serta mengalami kenaikan menjadi
1281,98 di tahun 2020. Kondisi ini tentu sangat positif baik dilihat dari
sisi ekonomi maupun keamanan. Kondisi jalan yang baik menjamin arus
barang dan jasa yang lancar serta mengurangi resiko kecelakaan.
Meskipun demikian, dengan melihat ekonomi Kabupaten Blitar yang
belum menunjukkan peningkatan gairah yang signifikan, nampaknya
kedepan perlu ada peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik yang

jika perlu di atas kenaikan rata-rata pertahun.

4. Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional

Indikator ini mengukur panjang (km) jalan yang dapat dilalui
kendaraan yang terbagi kedalam jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional.
Berikut grafik pergerakan panjang jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional

tahun 2016 sampai dengan 2020:
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Gambar 2.10.

Panjang Jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Panjang jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional di Kabupaten Blitar
menunjukkan stagnasi. Untuk panjang jalan kabupaten dari tahun 2016-
2020 relatif tetap dengan panjang sebesar 1.383,27. Panjang jalan
kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor
188/351/409.012/KPTS/2011 tahun 2011 tentang Penetapan Ruas-Ruas
Jalan Menurut Statusnya. Lalu untuk Panjang Jalan Nasional dari tahun
2016-2020 relatif tetap dengan panjang sebesar 46,28 km dan untuk
panjang jalan provinsi dari tahun 2016-2020 adalah 28,88 km. Meskipun
demikian, dengan melihat infrastruktur panjang jalan kabupaten,
Provinsi, dan Nasional di Kabupaten Blitar penting untuk mendukung
perekonomian daerah, nampaknya kedepan perlu ada peningkatan

panjang jalan kabupaten, provinsi, dan nasional.

5. Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran
Pembuangan Air
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air pada indikator ini tercatat yang memiliki
kelebaran/kedalaman 1,5 m. Berikut grafik perkembangan capaian

indikator ini sepanjang tahun 2016-2020:
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Gambar 2.11.

Pergerakan Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan

Drainase/Saluran Pembuangan Air di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Grafik di atas menunjukkan pergerakan kinerja yang fluktuatif
namun cenderung meningkat khususnya pada 2017-2019 pada indikator
ini. Terbangun sepanjang 12,45 Km pada tahun 2016, baru mengalami
perpanjangan di tahun 2018 menjadi 13,83 Km dan secara signifikan
meningkat menjadi 19,05 Km di tahun 2019. Tahun 2020 tidak ada
pembangunan.

Trotoar dan drainase merupakan komponen penting jalan, peran
drainase dalam manajemen genangan air di Kabupaten Blitar cukup
signifikan. Hal ini mengurangi potensi genangan air di musim hujan pada
ruas-ruas jalan di Kabupaten Blitar. Adapun trotoar, sekalipun
kecenderungan untuk berjalan kaki di Kabupaten Blitar belum
sedemikian marak, namun komponen jalan ini tetap memiliki fungsi
optimal sebagai area pedestrian. Karena tahun 2020 adalah tahun
pandemi wabah virus Corona yang mana anggaran pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2020 mengalami
beberapa kali perubahan atau Refocusing (Realokasi), sehingga kegiatan
pembangunan trotoar tidak dilaksanakan. Selain itu sebab yang lain
adalah permasalahan pembebasan lahan pada wilayah yang akan

dibangun trotoar.
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6. Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar

Indikator ini menghitung panjang sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar di Kabupaten Blitar dengan satuan kilometer. Dengan
memperhatikan tabel 2.19 dapat diamati bahwa sepanjang periode
pembangunan sebelumnya belum ada perkembangan dalam penanganan
bangunan liar di sempadan sungai Kabupaten Blitar. Terhitung sejak
tahun 2016 sampai dengan 2020 panjang sempadan sungai yang ada
bangunan liarnya stuck di angka 120 km.

Dengan adanya bangunan liar tersebut, jika tidak tertangani pada
periode selanjutnya sangat berpotensi menjadi sumber pencemaran
sungai. Umumnya, sempadan sungai yang memiliki bangunan liar
cenderung menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir, dan
jika ini terjadi terus menerus di Kabupaten Blitar akan terjadi endapan
sampah yang barang tentu memberikan dampak negatif terhadap
kesehatan lingkungan dan komunitas yang memanfaatkan sungai sebagai

sumber air mereka baik untuk konsumsi maupun kebutuhan harian.

7. Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak
Tersumbat
Indikator ini secara sederhana membaca panjang drainase dengan
status berfungsi secara baik/tidak tersumbat dengan satuan panjang
kilometer. Berikut perkembangan drainase Kabupaten Blitar yang

berfungsi secara optimal tahun 2016-2020:
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Gambar 2.12.
Pergerakan Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air

Tidak Tersumbat (Km) di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Dengan membaca grafik di atas, terlihat bahwa kondisi drainase di
Kabupaten Blitar terbilang fluktuatif namun cenderung membaik. Pada
tahun 2016 tercatat sepanjang 82.13 Km drainase berfungsi optimal,
kemudian meningkat menjadi 199.57 Km setahun berikutnya, lalu
melompat menjadi 32.53 Km di 2018 hingga akhirnya kokoh di 348.38
pada tahun 2019. Pergerakan paling signifikan tentu pada tahun 2017
yang mencapai peningkatan sebesar 142,99 Km, namun di tahun 2020
mengalami penurunan hingga menjadi sebesar 148,67Km. Tentu dengan
melihat penurunan drastis ini, harusnya perlu perhatian khusus untuk

meningkatkan kinerja.

8. Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran
Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten

Indikator ini mengukur Jumlah turap yang terbangun pada wilayah

jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dengan satuan buah.

Demikian perkembangan pembangunan turap di Kabupaten Blitar sejak

tahun 2016 sampai dengan 2020:
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Gambar 2.13.
Pergerakan Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan
Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kabupaten di

Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Perkembangan pembangunan turap Kabupaten Blitar sepanjang
2016 sampai dengan 2019 bergerak secara progresif meskipun tidak
signifikan. Di 2016 dan 2017 turap yang terbangun adalah 28 buah,
kemudian meningkat menjadi 30 buah di tahun 2018 dan menjadi 31
buah di tahun 2019 lau di tahun 2020 mengalami penurunan drastis dari
tahun sebelumnya menjadi 6 buah.

Pembangunan turap di lingkup kewenangan Kabupaten pada
wilayah penghubung dan sungai rawan longsor merupakan tindak
pencegahan untuk meminimalisir potensi bencana longsor. Kabupaten
Blitar memang memiliki wilayah kerawanan longsor yang relatif banyak.
Tercatat pada awal tahun 2019 terjadi sekitar 33 kali tanah longsor, 10
kali lebih banyak dibanding 2018 yaitu sebanyak 22 kali (BPBD dalam
blitartimes.com dipublikasi pada 15 Maret 2019).

9. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas Irigasi Kabupaten Blitar dalam kondisi baik diukur dengan
satuan hektar secara sederhana untuk melihat besar wilayah irigasi di
Kabupaten Blitar yang berfungsi secara optimal. Berikut perkembangan

luas irigasi Kabupaten Blitar tahun 2016 sampai dengan tahun 2021:

N\

%



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

29,000.00 28,5608.00

27,902.00
28,000.00
27,000.00
26,000.00

25,000.00

24,000.00
23,000.00

22,000.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2.14.
Pergerakan Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021 dan LKjIP
Pemkab Blitar Tahun 2021

Berdasarkan gambar di atas, luas irigasi dalam kondisi baik di
Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi. Pergerakan dari 2016 sampai
dengan 2018 luas irigasi dalam kondisi baik merangkak menurun secara
konsisten. Pada tahun 2016 luas irigasi dalam kondisi baik adalah
sebesar 27.902 Ha, lalu menurun menjadi 26.852,63 Ha setahun
setelahnya, kemudian menurun lagi di 2018 menjadi 24.399,32 Ha
hingga melompat naik menjadi 28.608 Ha di tahun 2019. Dan kembali
mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2020 yaitu sebesar
24.730 dan kemudian pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan
hingga menjadi 24.858 Ha. Beberapa indikator dalam perubahan iklim
seperti meningkatnya permukaan banjir, kekeringan, beberapa
permasalahan sumber daya dan permasalahan dalam pengembangan
sumber daya air. Perubahan iklim global berpengaruh terhadap
temperatur , kelembaban relatif, lama penyinaran matahari, kecepatan
angin, curah hujan dan debit sungai. Tingginya intensitas curah hujan
setelah terjadinya perubahan iklim berdampak terhadap fluktuasi debit
sungai pada musim hujan dan kemarau bisa berpengaruh terhadap
penurunan luas irigasi sehingga hal ini juga perlu diperhatikan untuk

tindakan pencegahan dan penanganan.
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Mengingat irigasi memiliki kontribusi terhadap produksi pertanian,
maka konsistensi peningkatan irigasi dalam kondisi optimal harus
menjadi upaya utama. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka
periode pembangunan selanjutnya perlu mempertimbangkan peningkatan

luasan irigasi yang memiliki kondisi prima.

10. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber
HPL/HGB
Indikator ini membandingkan luasan ruang terbuka hijau (RTH) per
satuan wilayah ber HPL atau HGB terhadap total wilayah Kabupaten
Blitar. Berikut pergerakan rasio RTH Kabupaten Blitar tahun 2016-2020:

L& 1.50 1.50
1.4 / ""--.____1_-:”’“
1.4 108 L.1g
e

1
02
(.1
(1.4
0.2

(&

A0 2T 5 MR 211} ACTA0
Gambar 2.15.

Pergerakan Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan gambar di atas, kecenderungan rasio RTH di
Kabupaten Blitar konsisten meningkat. Pada tahun 2016, besaran rasio
RTH adalah sebesar 1,08%, lalu meningkat menjadi 1,1% setahun
setelahnya. Kemudian stagnan di angka 1,5% pada tahun 2018 dan 2019
hingga akhirnya mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 1,3%.

Jika merujuk pada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang, maka angka 1,3% di tahun 2020 tersebut masih terbilang minim

dimana standar minimal pada aturan tersebut adalah 30% luas wilayah
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daerah dengan proporsi 20% untuk publik dan 10% untuk privat. Dengan
demikian, untuk memenuhi urgensi aturan, maka perlu ada peningkatan
kinerja pada periode pembangunan kedepan agar dapat mencapai standar
luasan RTH minimal tersebut. Berdasarkan pada series data yang ada
dengan asumsi menggunakan besaran anggaran dan kinerja pada periode
sebelumnya, maka tahun 2024 diproyeksikan rasio RTH baru menyentuh
2,38%. Artinya, butuh effort yang relatif besar untuk paling tidak
memperkecil gap rasio RTH Kabupaten Blitar terhadap standar yang

dimandatkan undang-undang.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
terdapat 6 indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang
menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut
tahun 2016-2020:

Tabel 2.19
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman

1 | Rumah tangga KK 327.337 331.155 335.744 339.168 342.834
pengguna air bersih

o | Persentase  Penduduk | po o o) 74 75,56 79,1 81,42 82,3
berakses air minum
Rumah tangga o
pengauna listrik (%) Persen (%) 68 70 72 100 77
Rumah = tangga  ber- KK 242.438 243.150 243.496 246.417 300.137
Sanitasi
Kawasan kumuh (%) Persen (%) 1,85 1,75 1,7 0,8 0,49
Rumah layak huni Jml 301.929 302.566 303.243 305.019 305.697

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun
2021

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator ini mengukur Jumlah rumah tangga yang terakses air
bersih dalam satuan KK di Kabupaten Blitar. Berikut pergerakan rumah
tangga yang terakses air bersih di Kabupaten Blitar sejak tahun 2016
sampai dengan 2020:
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Gambar 2.16.
Pergerakan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar
Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan rumah tangga pengguna
air bersih konsisten meningkat meskipun tidak signifikan. Berada di
angka 327.337 KK pada tahun 2016, rumah tangga terakses air bersih
mengalami lompatan menjadi 331.155 pada tahun 2017. Setahun
berikutnya naik lagi menjadi 335.277 dan kemudian menjadi 339.168 di
tahun 2019 hingga akhirnya di tahun 2020 juga mengalami kenaikan
menjadi 342.834. kenaikan terbesar terjadi di tahun 2018 yaitu 1,39%.

Air bersih merupakan salah satu faktor penentu kualitas kesehatan
masyarakat. Dengan menjamin distribusi air bersih dapat tersalurkan
seluas mungkin, maka disaat yang sama kualitas kesehatan masyarakat
memiliki kemungkinan peningkatan yang luas pula. Topografi wilayah
Kabupaten Blitar yang cenderung kering tentu menjadikan penyediaan air
bersih ini menjadi urgent, ditambah lagi persebaran penduduk yang
sangat luas menyebar di wilayah-wilayah yang relatif berjauhan di

Kabupaten Blitar tentu menjadikan upaya ini menjadi lebih menantang.

2. Persentase Penduduk Berakses Air Minum
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Proporsi ini diukur dengan membandingkan total penduduk yang
memiliki akses air minum terhadap total Jumlah penduduk. Berikut
progres penduduk yang memiliki akses terhadap air minum Kabupaten

Blitar tahun 2016-2020:
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Gambar 2.17.

Pergerakan Persentase Penduduk Berakses Air Minum
di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun
2021

Persentase masyarakat berakses air minum di Kabupaten Blitar
sepanjang 2016 sampai dengan 2019 konsisten meningkat. Berada di
angka 74% di tahun 2019, indikator ini kemudian sedikit mengalami
peningkatan setahun berikutnya menjadi 75,56%. Kemudian pada tahun
2018 mengalami peningkatan relatif besar yaitu menjadi 79,1% dan pada
akhir 2019 berada di angka 81,42% dan di tahun 2020 juga mengalami
kenaikan menjadi 82,30%.

Posisi indikator ini memiliki urgensi yang sama dengan indikator
rumah tangga pengguna air bersih dalam hal memberikan kontribusi
terhadap peningkatan kualitas kesehatan di Kabupaten Blitar. kondisi
terakhir di 2020 sebesar 82,30%, dapat berada dalam koridor yang baik.
Jika dikalkulasi dengan pendekatan forecast sederhana serta
menggunakan asumsi effort dan kekuatan anggaran yang sama dengan
periode sebelumnya, ditemukan pada akhir periode pembangunan

kedepan (2024) adalah sebesar 94%. Artinya, dengan cukup

1I-55
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mempertahankan atau menguatkan kinerja pada indikator ini pemerintah
Kabupaten Blitar sedang berasa pada track yang sangat positif.
3. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator ini mengukur perbandingan rumah tangga pengguna
listrik terhadap Jumlah penduduk di Kabupaten Blitar. Berikut
perkembangan kinerja pemerintah dalam pemenuhan rumah tangga

pengguna listrik di Kabupaten Blitar tahun 2016-2020:
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Gambar 2.18.

Pergerakan Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar
Tahun 2021

Berangkat dari angka 68% di tahun 2016, kinerja pada indikator ini
merangkak naik menjadi 70% setahun berikutnya lalu 72% di tahun
2018. Pada tahun 2019 kinerja pada indikator ini sudah sempurna yaitu
100%, artinya seluruh rumah tangga di Kabupaten Blitar telah teraliri
listrik. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 77
%.

Melihat perkembangan kinerja tersebut, secara statistik effort
pemerintah perlu ditingkatkan lagi dan pemerintah memiliki tanggung
jawab pemeliharaan pada periode pembangunan ke depan agar rumah

tangga yang telah memiliki listrik untuk ditingkatkan lagi.
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4. Rumah Tangga Bersanitasi
Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Blitar diukur dengan

satuan KK. Berikut perkembangan kinerja pada indikator ini:
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Gambar 2.19.
Pergerakan Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun
2021

Kinerja pemerintah pada indikator ini konsisten meningkat
sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada tahun 2016 rumah
tangga bersanitasi di Kabupaten Blitar tercatat 242.438 rumah tangga,
kemudian meningkat menjadi 243.150 rumah tangga dan sedikit
merangkak naik lagi di tahun 2018 menjadi 243.496 rumah tangga. Pada
2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 246.417
dan 300.137.

Dengan kenaikan yang signifikan di tahun 2020 tentunya menjadi
hal yang positif. Rumah tangga bersanitasi menjadi salah satu faktor
lingkungan dan masyarakat yang sehat, oleh karena itu dengan
melakukan boosting pada indikator ini atau paling tidak pada area ini
menjadi penting. Artinya, pada periode pembangunan kedepan perlu

melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja pada inidikator ini.
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5. Persentase Kawasan Kumuh

Persentase kawasan kumuh merupakan proporsi perbandingan
kawasan kumuh di Kabupaten Blitar terhadap total wilayah di Kabupaten
Blitar. Berikut perkembangan kinerja kawasan kumuh di Kabupaten

Blitar:
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Gambar 2.20.

Pergerakan Persentase Kawasan Kumuh di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun
2021

Secara total penurunan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun
2019 sebesar kurang lebih 1%. Secara rinci, di tahun 2016 adalah 1,85%,
kemudian berhasil berkurang menjadi 1,75% setahun berikutnya dan
kembali menurun mejadi 1,7% di tahun 2018. Pada tahun 2019 dan 2020
menurun secara signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
yaitu menjadi 0,8% dan 0,49%. dimana pergerakan penurunan di 2019
adalah 52,9% dari tahun 2018.

Dengan berdasarkan pada track kinerja pada periode pembangunan
sebelumnya, maka upaya pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten
Blitar menjadi 0% sangat mungkin terjadi di periode pembangunan
kedepan. Artinya, hanya dengan mempertahankan kinerja saat ini, upaya

peniadaan kawasan kumuh tersebut sangat mungkin tercapai.
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6. Rumah Layak Huni
Indikator ini menggunakan ukuran sederhana yaitu Jumlah rumah
layak huni. Berikut perkembangan Jumlah rumah layak huni di

Kabupaten Blitar:
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Gambar 2.21.
Perkembangan Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Blitar

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Blitar Tahun
2021

Jumlah rumah layak huni tahun demi tahun konsisten merangkak
naik di Kabupaten Blitar. Bergerak dari angka 301.929 rumah yang
tercatat layak huni di tahun 2016, jumlah rumah layak huni ini bergerak
naik menjadi 302.566 rumah di tahun berikutnya. Kemudian kembali
meningkat menjadi 303.243 di tahun 2018 serta meningkat lagi menjadi
305.019 di tahun 2019 hingga di tahun 2020 menjadi 305.697.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat merupakan sebuah harapan yang diinginkan
dari setiap pemerintah daerah, keadaan masyarakat yang tenteram,
kondusif sesuai dengan pengertian dari tantribum itu sendiri. Di

Kabupaten Blitar, wurusan ketenteraman, ketertiban umum dan
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perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) organisasi perangkat
daerah, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong
Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Terdapat 12 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Blitar pada aspek ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja

Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.20
Kinerja Kabupaten Blitar Pada Aspek Ketenteraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

Kegiatan pembinaan terhadap

1. LSM, Ormas dan OKP 4 7 15 15 4

9. Kegiatan  pembinaan  politik 9 8 6 6 3
daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong

3 Praja per 10.000 penduduk 2 2 2 1 1
Jumlah Linmas per jumlah

4. 10.000 penduduk 71 71 71 70 70
Rasio Pos Siskamling per jumlah | 1Pos/ 1Pos/ 1Pos/ 1Pos/ | 9Pos/
desa/kelurahan RT RT RT RT Desa
Penegakan PERDA (%) 95 95 95 95 95
Cakupan patroli petugas Satpol
PP (X/Hari) 3x 3x 3x 2x 2x
Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,

8. ketenteraman, keindahan) di 95 95 95 95 95
Kabupaten (%)
Petugas Perlindungan

9. Masyarakat (Linmas) di| 0,71 0,71 1,4 1 1
Kabupaten (Org/RT)
Cakupan pelayanan bencana

10. kebakaran kabupaten (%) 100 100 100 100 100
Tingkat waktu tanggap (respone
time rate) daerah layanan

11 Wilayah Manajemen Kebakaran 40 40 55 30 30
(WMK) (menit)

Sumber: Data Diolah dari Kabupaten Blitar 2016-2020

1. Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP
Kegiatan pembinaan yang diadakan oleh pemerintah daerah
bertujuan untuk meningkatkan peran LSM, Ormas, dan OKP dalam

rangka turut mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah.
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Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari
tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan kegiatan pembinaan

terhadap LSM, Ormas, dan OKP di Kabupaten Blitar:

Gambar 2.22.
Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kegiatan
pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP secara garis besar memiliki
kecenderungan meningkat pada periode 2016-2019 dan menurun di
tahun 2020. Pada tahun 2016 terdapat 4 kegiatan pembinaan, kemudian
pada tahun 2017 meningkat menjadi 7 kegiatan pembinaan. Peningkatan
yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu kegiatan pembinaan
dilakukan sebanyak 15 dan konsisten sampai dengan tahun 2019 dengan
jumlah kegiatan pembinaan yang sama. Akan tetapi, di tahun 2020
kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP mengalami
penurunan yang hanya terlaksana 4 kegiatan. Maka rata-rata
pertumbuhan per tahun untuk kegiatan pembinaan ini adalah sebesar
28,98%. Hal ini perlu menjadi perhatian penting dan mendapatkan
evaluasi penyebab dari rendahnya persentase pertumbuhan tersebut,
karena peran serta LSM, Ormas dan OKP dapat membantu pemerintah

dalam mengembangkan potensi daerah dan juga masyarakat.
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2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan Pembinaan Politik Daerah bertujuan agar masyarakat
mampu memahami situasi sosial politik yang ada di wilayah Kabupaten
Blitar. Untuk memahami lebih jauh terkait pertumbuhan indikator dari
tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan kegiatan pembinaan politik

daerah di Kabupaten Blitar:

2020

Gambar 2.23.
Pertumbuhan Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan kegiatan
pembinaan politik daerah di Kabupaten Blitar secara garis besar memiliki
kecenderungan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 kegiatan
pembinaan politik daerah hanya dilakukan sebanyak 2 kali, kemudian
mengalami peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2017 yaitu kegiatan
pembinaan politik daerah dilakukan sebanyak 8 kali. Namun, pada tahun
2018 mengalami penurunan, sebab kegiatan pembinaan politik daerah
hanya dilakukan sebanyak 6 kali hingga di tahun 2019. Kemudian di
tahun 2020 kegiatan pembinaan politik daerah hanya dilakukan
sebanyak 3 kali. Hal ini mengartikan jika adanya penurunan dari tahun-
tahun sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar
56,25%, sehingga hal ini mengartikan perlu adanya kegiatan evaluasi
untuk menilai dan mengetahui penurunan kegiatan yang dilakukan pada

tahun 2020 utamanya.
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3. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk merupakan
perbandingan antara jumlah polisi pamong praja per 10.000 jumlah
penduduk. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan rasio

jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk di Kabupaten Blitar:

2 2 5
2 W
{
1 1 1
2006 L0
2018 2019
2020
Gambar 2.24.

Pertumbuhan Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000

Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio polisi
pamong praja per 10.000 penduduk secara garis besar memiliki
kecenderungan menurun. Hal tersebut terjadi karena jumlah dari tahun
2016 ke tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun pertumbuhannya
mengalami penetapan dari tahun 2016 sampai tahun 2018, namun di
tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2018 rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000
penduduk berada di angka 2 dan mengalami penurunan di tahun 2019
hingga 2020 yaitu dengan berada di angka 1. Rata-rata pertumbuhan
rasio jumlah polisi pamong praja per tahunnya sebesar -12,5%, hal ini

mengartikan jika terdapat penurunan rasio jumlah per tahunnya.
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4. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk merupakan
perbandingan antara jumlah Linmas di setiap 10.000 penduduk. Untuk
memahami lebih jauh capaian pertumbuhan indikator ini dari tahun ke
tahun, berikut grafik pertumbuhan jumlah Linmas per jumlah 10.000

penduduk di Kabupaten Blitar:
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Gambar 2.25.
Pertumbuhan Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan jumlah
Linmas per jumlah 10.000 penduduk memiliki kecenderungan menurun.
Hal tersebut terjadi karena jumlah dari tahun 2016 ke tahun 2020
mengalami  penurunan, meskipun pertumbuhannya mengalami
penetapan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, namun di tahun
2019 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2018 jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk
berjumlah 71 Linmas, namun pada tahun 2019 hingga 2020 mengalami
penurunan dengan jumlah 70 linmas per jumlah 10.000 penduduk. Rata-
rata pertumbuhan jumlah linmas per 10.000 penduduk adalah sebesar -
0,35%. Hal ini menunjukkan jika telah terjadi penurunan pertumbuhan

per tahunnya.
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5. Rasio Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Rasio pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan merupakan
perbandingan antara jumlah Pos Siskamling dengan jumlah
Desa/Kelurahan. Pertumbuhan rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan di Kabupaten Blitar secara garis besarnya konsisten
tetap dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019
jumlah Pos Siskamling per RT tidak mengalami penambahan dan
penurunan yaitu hanya berjumlah 1 Pos Siskamling. Kemudian di tahun
2020 hitungan rasio pos Siskamling berdasarkan Desa terdapat 9 Pos
Siskamling. Rata-rata pertumbuhan rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan pertahunnya sebesar 0%, sebab tidak terjadi

peningkatan ataupun penurunan dalam setiap tahunnya.

6. Penegakan Perda

Penegakan Perda merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah setempat guna pematuhan Peraturan Daerah oleh
masyarakat setempat, begitu halnya yang dilakukan pemerintah daerah
Kabupaten Blitar. Pertumbuhan penegakan Perda secara garis besarnya
konsisten tetap dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan
tahun 2020 usaha untuk menegakan Peraturan Daerah telah mencapai
persentase sebesar 95%. Rata-rata pertumbuhan penegakan Peraturan
Daerah yang terjadi di Kabupaten Blitar dalam setiap tahunnya sebesar

0%, sebab tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan capaian.

7. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (X/hari)

Cakupan patroli petugas Satpol PP merupakan jumlah seberapa
banyak petugas Satpol PP menjalankan patroli dalam satu hari di wilayah
Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan cakupan

patroli petugas Satpol PP perharinya di Kabupaten Blitar:
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Gambar 2.26.
Pertumbuhan Cakupan Patroli Petugas Satpol PP (X/Hari) Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan cakupan
jumlah patroli petugas Satpol PP dalam sehari secara garis besarnya
memiliki kecenderungan menurun. Hal tersebut terjadi karena, jumlah
antara tahun basis yaitu pada tahun 2016 dengan tahun akhir yaitu
tahun 2020 mengalami penurunan, meskipun sempat stabil pada tahun
2016 sampai tahun 2018, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020
mengalami penurunan. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018
dapat diketahui bahwa cakupan jumlah patroli petugas Satpol PP dalam
sehari sebanyak 3 kali, yang kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2019 hingga tahun 2020 yaitu hanya sebanyak 2 kali dalam
sehari. Rata-rata pertumbuhan cakupan patroli petugas Satpol PP
sebesar -8,35% per tahun. Persentase ini menunjukkan bahwa terdapat

penurunan cakupan patroli petugas Satpol PP per tahunnya.

8. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan,
Keindahan)
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, dan
Keindahan) merupakan  persentase  keberhasilan  penyelesaian

pelanggaran dalam hal ketertiban, keamanan, dan keindahan.
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Pertumbuhan persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, keamanan, dan keindahan) di Kabupaten Blitar secara garis
besarnya konsisten tetap. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
persentase penyelesaian pelanggaran K3 mencapai 95%. Rata-rata
pertumbuhan persentase penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban,
keamanan, dan keindahan) pertahunnya sebesar 0%, karena tidak

adanya capaian peningkatan maupun penurunan dalam setiap tahunnya.

9. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Indikator petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan
indikator yang menerangkan jumlah Linmas yang berada pada tiap-tiap
RT yang tersebar di Kabupaten Blitar. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik

pertumbuhan jumlah petugas perlindungan masyarakat (Linmas).
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Gambar 2.27.

Pertumbuhan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten

Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah
petugas perlindungan masyarakat (Linmas) secara garis besarnya
mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun kenaikan dalam setiap
tahunnya tidak stabil, namun masih terhitung mengalami peningkatan
jika dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016 jumlah petugas

perlindungan masyarakat (Linmas) berada pada angka 0,71 dan tidak

11-68




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

mengalami perubahan di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018
mengalami peningkatan yaitu dengan berada di angka 1,4, namun pada
tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yaitu dengan berada
di angka 1. Rata-rata dari pertumbuhan petugas perlindungan
masyarakat (linmas) adalah 17,2% per tahunnya. Hal ini mengartikan
jika, perlu upaya yang lebih besar di tahun berikutnya agar dapat terjadi

peningkatan kembali dan semakin membaik.

10. Persentase Penanganan Konflik

Persentase penanganan konflik merupakan indikator yang
mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menangani konflik
yang terjadi di daerah. Pertumbuhan persentase penanganan konflik
setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap, sebab tidak
mengalami perubahan dari tahun basis yaitu tahun 2016 sampai dengan
tahun akhir yaitu tahun 2020. Pada tahun 2016 sampai dengan tahun
2020 persentase penanganan konflik konsisten berada pada angka 100%,
hal ini berarti penanganan konflik yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah Blitar telah mencapai usaha yang maksimal, sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa rata-rata pertumbuhan persentase
penanganan konflik setiap tahunnya sebesar 0% sebab tidak mengalami
penurunan dan kenaikan. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Blitar
dapat terus mempertahankan usahanya dalam menangani konflik di
daerah. Namun berdasarkan data pada tahun 2021 Persentase

penanganan konflik sedikit mengalami penurunan menjadi 90%.

11. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Cakupan pelayanan bencana kebakaran merupakan indikator
mengenai usaha pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan
terhadap bencana kebakaran. Pertumbuhan persentase cakupan
pelayanan bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Blitar secara

garis besarnya mengalami konsisten tetap, sebab tidak terjadi perubahan
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dari tahun basis sampai dengan tahun akhir. Pada tahun 2016 sampai
dengan tahun 2020, persentase pelayanan bencana kebakaran tetap
berada di angka 100%. Hal tersebut dapat dikatakan cukup baik, sebab
sudah mencapai target maksimal dan masih dapat mempertahankannya
dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan persentase cakupan
pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar sebesar 0%, hal ini

karena tidak adanya capaian yang meningkat maupun menurun dalam

setiap tahunnya.

12. Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran merupakan indikator mengenai jumlah waktu pemerintah
daerah dalam menanggapi daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator

tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran:
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Gambar 2.28.
Pertumbuhan Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021
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Pada grafik di atas, dapat diketahui bahwa pertumbuhan tingkat
waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran yang
terjadi di Kabupaten Blitar secara garis besar mengalami kecenderungan
menurun. Meskipun jumlah peningkatan dan penurunan tidak stabil,
namun jika dibandingkan waktu tanggap pelayanan antara tahun basis
dengan tahun akhir mengalami penurunan. Pada tahun 2016 dibutuhkan
waktu 40 menit untuk menanggapi daerah layanan wilayah manajemen
kebakaran dan tidak mengalami perubahan di tahun 2017, kemudian
pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu membutuhkan waktu lebih
lama yaitu selama 55 menit, namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020
mengalami penurunan waktu tanggap pelayanan yaitu selama 30 menit.
Rata-rata pertumbuhan tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah
manajemen kebakaran yaitu -10,41%. Dengan demikian dapat terlihat
bahwa pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan, namun hal
tersebut memiliki dampak yang positif, karena semakin sedikitnya waktu
yang dibutuhkan untuk menanggapi bencana kebakaran yang terjadi di
wilayah Kabupaten Blitar.

Indikator pertumbuhan kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas
dan OKP meningkat pada tahun 2016 hingga tahun 2019, dan menurun
di tahun 2020. Indikator pertumbuhan kegiataan pembinaan partai
politik cenderung fluktuasi. Kemudian indikator pertumbuhan rasio
jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk; indikator jumlah
linmas per jumlah 10.000 penduduk; cakupan patroli petugas Satpol PP;
indikator petugas perlindungan masyarakat (Linmas); serta indikator
tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran
mengalami penurunan. Selanjutnya untuk indikator rasio pos siskamling
per jumlah desa/kelurahan; indikator penegakan Perda; tingkat
penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, keamanan, keindahan); serta
indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Blitar

dari tahun 2016-2020 dalam kondisi yang konsisten.
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F. Sosial

Terdapat 4 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Blitar pada aspek sosial. Berikut tabel yang
menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut

selama enam tahun terakhir.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

1 | Sarana sosial seperti panti asuhan, 24 24 27 27 27
panti jompo dan panti rehabilitasi
(Panti)

2 | Persentase PMKS yg memperoleh | 14,02 37,74 10,19 9,3 29,14
bantuan sosial
3 | Persentase Penanganan penyandang | 12,58 15,05 2,54 4,83 5,90
masalah kesejahteraan sosial

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti
Rehabilitasi
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti
rehabilitasi merupakan indikator yang mengukur ketersediaan sarana
sosial guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk
memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun
ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator sarana sosial seperti

panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi:
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Gambar 2.29.
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Pertumbuhan Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan

Panti Rehabilitasi (Panti) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan jumlah
sarana sosial di Kabupaten Blitar setiap tahun secara garis besarnya
cenderung meningkat, meskipun tidak mengalami peningkatan yang
konsisten, namun jika dibandingkan antara tahun basis dengan tahun
tahun akhir mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah sarana sosial
di Kabupaten Blitar sebanyak 24, yang mana tidak mengalami perubahan
di tahun berikutnya. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan
sebanyak 27 sarana sosial dan kembali tidak mengalami perubahan pada
tahun 2020. Perkembangan jumlah sarana sosisal seperti panti asuhan,
panti jompo dan panti rehabilitasi berkembang mengikuti kebutuhan

sarana yang dibutuhkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

2. Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial merupakan
indikator yang mengukur jumlah penyandang masalah kesejahteraan
sosial yang mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Untuk
memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun
ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase PMKS yang

memperoleh bantuan sosial:
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Gambar 2.30.
Pertumbuhan Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase
PMKS yang memperoleh bantuan sosial setiap tahun secara garis besarnya
mengalami fluktuatif (berubah-ubah), meskipun sempat terjadi kenaikan
pada tahun 2017, namun jika dibandingkan antara tahun basis dengan
tahun akhir maka dapat diambil kesimpulan mengalami penurunan. Pada
tahun 2016 jumlah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
sebanyak 14,02%, kemudian mengalami kenaikan yang signifikan pada
tahun 2017 yaitu menjadi 37,74%. Namun, terjadi penurunan yang cukup
drastis pada tahun 2018 sehingga persentase penerima bantuan sosial
menjadi 10,19% hal ini dikarenakan sedikitnya populasi PMKS di
Kabupaten Blitar dan terjadi penurunan kembali pada tahun 2019 menjadi
9,3%. Pada tahun 2020 jumlah penerima bantuan social mengalami
kenaikan drastis menjadi 29,14%. Kenaikan drastis ini dikarenakan
banyaknya masyarakat terdampak covid-19 yang mendapatkan bantuan

sosial.

3. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pemerintah daerah
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dalam menangani masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari
tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
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Gambar 2.31.

Pertumbuhan Persentase Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase
penanganan penyandang masalah sosial di Kabupaten Blitar setiap tahun
secara garis besarnya mengalami kecenderungan menurun, meskipun
sempat terjadi kenaikan, namun jika dibandingkan antara tahun basis
dengan tahun akhir diperoleh kesimpulan mengalami penurunan. Pada
tahun 2016, jumlah persentase penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial sebesar 12,58%, kemudian mengalami kenaikan
pada tahun 2017 yaitu menjadi 15,05%. Namun, pada tahun 2018
mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu menjadi 2,54%,
kemudian terjadi peningkatan kembali pada tahun 2019 yaitu menjadi
4,83% dan pada tahun 2020 mengalami kenaik menjadi 5,90%. Rata-rata
pertumbuhan persentase penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial setiap tahunnya sebesar 8,80%. Rata-rata
pertumbuhan tersebut terbilang cukup rendah, sehingga dibutuhkan
usaha yang lebih pada tahun berikutnya agar pertumbuhan persentase

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat lebih stabil.
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G. Tenaga Kerja

Pembahasan berikutnya adalah pada aspek ketenagakerjaan yang
ada di Kabupaten Blitar. Angka TPT ditargetkan mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan
perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan
kerja. Data menunjukkan bahwa angka TPT belum menyentuh level yang
diharapkan dan cenderung mengalami fluktuasi. Pada tiga tahun
pertama, data menunjukkan kecenderungan yang justru meningkat yakni
pada 2016 hingga pada periode 2018. Peningkatan jumlah TPT pada
periode awal ini disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah
pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia meningkat dari
tahun ke tahun. Namun pada 2019 jumlah TPT Kabupaten Blitar berhasil
ditekan sebesar 0,33% hingga pada angka 3,05%. adapun penurunan TPT
yang terjadi terakhir dapat dimaknai bahwa terjadi penurunan jumlah
pengangguran dalam jumlah yang signifikan atau sekitar 1.343 orang.
Namun pada tahun 2020, TPT yang diperoleh Kabupaten Blitar
jumlahnya kembali meningkat menjadi 3,82% atau naik sebesar 0,77%
dibandingkan tahun sebelumnya. hal ini tidak bisa dilepaskan dari faktor
pandemi Covid-19 secara luas berimbas pada perekonomian termasuk di
dalamnya kesempatan kerja masyarakat. kenaikan ini tidak hanya
dialami oleh Kabupaten Blitar saja, tapi secara umum juga terjadi di
seluruh Kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Selanjutnya meskipun
pada tahun 2021 TPT di Kabupaten Blitar mengalami penurunan sebesar
0,16% dibandingkan tahun 2020 menjadi 3,66%, namun angka TPT
dimaksud masih terbilang tinggi. Perkembangan Ketenagakerjaan di
Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2021

Aare Tl Orang 894,202 | 898,121 | 917,177 | 922,939 | 928,291 | 933,473
Usia Kerja
ﬁgrgjlftan Orang 606,121 | 638,135 | 647,606 | 673,074 | 657,595 | 657,544
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Tingkat
Partisipasi % 67,78 71,05 70,61 72,93 70,83 70,44
Angkatan
Kerja (TPAK)
Tingkat
Pengangguran % 2,73 2,99 3,38 3,05 3,82 3,66
terbuka
Pencari Kerja
Terdaftar Orang 5,019 6,515 6,255 7,051 1,702
Penempatan Orang 3,792 4,784 5,203 5,922 1,537
Cir Orang 16,537 19,085 | 21,886 | 20,543 | 25,134 | 24.072
Penganggur
Upah
Minimum R 1.405.00 | 1.520.92 | 1.653.38 | 1.801.04 | 1.954.70 | 2.004.70
Kabupaten p 0 0 4 6 5 5
(UMK)

Sumber: BPS Kab. Blitar, 2022

Sementara pada sisi upah, terjadi peningkatan yang cukup
signifikan dalam lima periode terkahir. pada 2016 jumlah upah minimum
Kabupaten Blitar telah mencapai Rp.1.405.000,00 Kemudian meningkat
terus hingga tahun 2021 UMK yang dimiliki Kabupaten Blitar adalah
sebesar Rp.2.004.705,00.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat S indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Blitar pada aspek pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten

Blitar pada indikator-indikator tersebut tahun 2016-2021.

Tabel 2.23
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2021

1 Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah

2,49 3,53 3,72 2,4 2,13 2,67

2 Persentase partsipasi perempuan di
lembaga swasta

3 Persentase  pendampingan  kasus
kekerasan terhadap perempuan dan 100 100 100 100 100
anak

4 | kekerasan terhadap perempuan dan 84 85 102 122 64 80

29,17 37,23 14,35 19,87 18,31 22,90
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anak
5 Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak 77 92,94 85,29 88,52 90,62
dari tindakan kekerasan (%)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

1. Persentase Pertisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
merupakan indikator yang mengukur mengenai jumlah persentase
perempuan yang turut aktif terlibat dalam urusan pemerintah daerah.
Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari
tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator persentase

partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2016-2021.
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Gambar 2.32.
Pertumbuhan Persentase Partisipasi Perempuan

Di Lembaga Pemerintah
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhan persentase
partisipasi perempuan setiap tahun secara garis besarnya memiliki
kecenderungan menurun. Meskipun pada grafik terlihat naik turun,
namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan

tahun akhir diperoleh hasil yang menurun. Pada tahun 2016 jumlah
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persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan sebesar
2,49%, kemudian mengalami kenaikan secara berturut-turut pada tahun
2017 dan tahun 2018 sebesar masing-masing 3,53% dan 3,72%. Namun
pada 2019 dan 2020 persentasenya menunjukkan angka penurunan
sebesar 2,4% dan 2,13%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami
kenaikan kembali hingga menjadi 2,67%. Angka tersebut dapat terbilang
relatif kecil, maka dari itu pada tahun berikutnya perlu lebih melibatkan
perempuan pada urusan di lembaga pemerintahan agar dapat terjadi
peningkatan pada indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah dan adanya perhatian untuk meningkatkan partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah sebagai Peningkatan kualitas
perempuan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan di
lembaga pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang

berkeadilan gender.

2. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan
indikator yang mengukur mengenai jumlah persentase perempuan yang
turut aktif terlibat dalam urusan di lembaga swasta. Untuk memahami
lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun,
berikut grafik pertumbuhan indikator persentase partisipasi perempuan
di lembaga swasta tahun 2016-2021:
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Pertumbuhan Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan persentase
partisipasi perempuan di lembaga swasta setiap tahunnya secara garis
besar mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah persentase
partisipasi perempuan di lembaga swasta sebesar 29,17%, kemudian
mengalami peningkatan pada tahun 2018 yaitu menjadi 37,23%. Namun
terjadi penurunan yang cukup drastis pada tahun 2018 yaitu menjadi
14,35%, meskipun demikian pada tahun 2019 terjadi peningkatan
kembali sebesar 19,87%. Namun kembali mengalami penurunan pada
tahun 2020 menjadi 18,31%, kemudian pada tahun 2021 mengalami
kenaikan kembali hingga menjadi 22,90%. Angka tersebut dapat dibilang
relatif rendah jika diukur melalui keberhasilan pemerintah daerah dalam
memberdayakan perempuan di daerahnya. Oleh karena itu, perlu adanya
usaha dan dorongan yang lebih besar untuk melibatkan kaum
perempuan dalam urusan di lembaga swasta agar terjadi peningkatan
pada indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta serta
terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan gender dan mendapatkan

kesempatan berkarir yang sama dengan laki-laki.

3. Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Dan Anak

Persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak merupakan indikator yang mengukur mengenai jumlah
persentase pendampingan oleh pemerintah daerah dalam
menyeseleseikan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan
anak. Pertumbuhan persentase pendampingan kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap.
Hal ini berarti jumlah persentase pendampingan kasus kekerasan

terhadap perempuan dan anak sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi
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pada setiap tahunnya, yang mana pihak terkait telah berhasil mencapai
maksimal dalam membantu korban kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020
Kabupaten Blitar dapat mempertahankan kinerjanya sehingga tetap
berada pada angka 100%, sehingga rata-rata pertumbuhan persentase
pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap
tahunnya sebesar 0% sebab tidak terdapat perubahan dalam jangka

waktu 5 tahun.

4. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak adalah jumlah
terjadinya kekerasanya terhadap perempuan dan anak pada periode
tertentu. Data beberapa tahun menunjukkan jumlah kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak setiap tahun secara garis besarnya
mengalami fluktuasi namun memiliki kecenderungan meningkat. Pada
tahun 2016 Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
sebanyak 84 kasus, kemudian mengalami kenaikan berturut turut pada
tahun 2017 sampai 2019 yaitu menjadi 85, 102 dan 122 kasus. Lalu
akhirnya pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sigifikan menjadi
sebanyak 64 kasus. Namun pada tahun 2021 terjadi kenaikan kembali
menjadi 80 kasus, oleh sebab itu diperlukan suatu upaya pencegahan
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berkelanjutan untuk
kedepannya sehingga angka kasus kekerasan dapat terus dikurangi dan

bahkan tidak terjadi lagi.
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Gambar 2.34.
Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak

di Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

5. Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari

Tindakan Kekerasan

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindakan kekerasan merupakan indikator yang mengukur mengenai
persentase jumlah penyeleseian kasus yang dilakukan oleh pihak
berwenang terkait dengan laporan mengenai perlindungan perempuan
dan anak dari kasus tindak kekerasan. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik
pertumbuhan  indikator  penyeleseian pengaduan  perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
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Gambar 2.35.
Pertumbuhan Penyeleseian Pengaduan Perlingan Perempuan Dan

Anak Dari Tindakan Kekerasan

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan KB Kabupaten Blitar 2016-2020

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase
jumlah penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan setiap tahun secara garis besanya mengalami
kecenderungan meningkat. Meskipun pada grafik terlihat naik turun,
namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan
tahun akhir diperoleh hasil yang meningkat. Pada tahun 2016 persentase
jumlah penyeleseian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari
tindak kekerasan sebesar 77%. Kemudian mengalami peningkatan pada
tahun 2017 menjadi 92,94%, namun terjadi penurunan pada tahun 2018
menjadi 85,29%. Pada tahun 2019 dan 2020 terjadi peningkatan kembali
menjadi 88,52% dan 90,62%. Angka tersebut perlu ditingkatkan kembali
setap tahunnya agar penyelesaian tindak kasus kekerasan dapat

terseleseikan secara maksimal.

I. Pangan
Terdapat 2 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah
daerah Kabupaten Blitar pada aspek pangan. Berikut tabel yang

menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:
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Tabel 2.24
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Aspek Pangan

1 Regulas% ketahanan pangan 0 0 0 1 0
(regulasi)
2 g/‘z)tersed‘aan pangan utama | - g, 114 110.14 | 94.76 | 101.96

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Regulasi ketahanan pangan merupakan indikator mengenai
ketersediaan regulasi atau peraturan pemerintah daerah dalam mengatur
ketahanan pangan di dalam daerah. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik

pertumbuhan indikator regulasi ketahanan pangan:
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Gambar 2.36.

Pertumbuhan Regulasi Ketahanan Pangan
Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan regulasi
ketahanan pangan setiap tahun secara garis besarnya mengalami
kecenderungan meningkat jika membandingkan antara tahun basis
dengan tahun akhir yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2016
sampai dengan tahun 2018 tidak terdapat regulasi yang mengatur
mengenai ketahanan pangan, sampai pada akhirnya pada tahun 2019
Pemerintah Daerah berhasil membuat regulasi mengenai ketahanan
pangan dan di tahun 2020 turun lagi menjadi 0. Peningkatan

ketersediaan regulasi ketahanan pangan hanya terjadi pada tahun 2019
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saja, sehingga rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2016 sampai

dengan 2020 tidak dapat diketahui.

2. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama merupakan indikator yang mengukur
mengenai persentase jumlah makanan pokok yang tersedia di dalam
daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator
ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator

ketersediaan pangan utama:
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Gambar 2.37.

Pertumbuhan Ketersediaan Pangan Utama
Sumber: Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2021, Data Diolah

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan persentase
jumlah ketersediaan pangan utama setiap tahun secara garis besarnya
mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada grafik terlihat naik
turun, namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis
dengan tahun akhir diperoleh hasil yang meningkat. Pada tahun 2016
persentase jumlah ketersediaan pangan sebesar 80%. Kemudian
mengalami peningkatan pada tahun 2017 yaitu menjadi 114%. Pada
tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi penurunan secara berturut-turut
menjadi 110,14% dan 94,76% dan mengalami kenaikan di tahun 2020
menjadi sebesar 101,96%. Angka ini perlu ditingkatkan kembali setiap

tahunnya agar terjadi kestabilan dalam ketersediaan pangan utama.
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J. Pertanahan

Pada urusan Pertanahan terdapat 3 indikator sebagai ukuran
keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar

pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.25
Kinerja Pemerintah Daerah Pada Urusan Pertanahan

Persentase Luas
1 Lahan % 40,6 41 42 43 50
Bersertifikat

Penyelesaian -
2 Kasus Tanah Meningkat Tetap Meningkat | Meningkat
Negara
3 | Penyelesaian Izin % 53 55 100 100 100
Lokasi

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Berikut pergerakan persentase luas lahan Dbersertifikat di

Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:
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Gambar 2.38.
Pergerakan Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Berdasarkan grafik di atas, luas lahan bersertifikat di Kabupaten
Blitar memang bergerak meningkat secara konsisten. Namun pergerakan

peningkatannya masih cenderung lambat. Pada tahun 2016 persentase

11-86




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

lahan bersertifikat di Kabupaten Blitar adalah sebesar 40.6%. Kemudian
merangkak naik menjadi 41%, 42%, 43% da 50% pada tahun 2017, 2018,
2019 dan 2020 secara berurutan. Meskipun kenaikan cukup tajam di
tahun 2020 namun peningkatan kinerja di periode pembangunan ke

depan pada indikator ini relatif urgent.

2. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Blitar pada periode
2016 sampai dengan 2019 tercatat tidak secara angka melainkan status.
Berdasarkan LKPJ Kabupaten Blitar 2016-2019 tercatat bahwa
penyelesaian kasus tanah negara di Kabupaten Blitar pada tahun 2016
dan 2017 adalah meningkat, pada 2018 tetap dan pada 2019 kembali

meningkat.

3. Penyelesaian Izin Lokasi
Berikut pergerakan persentase penyelesaian izin lokasi di

Kabupaten Blitar sejak tahun 2016 sampai dengan 2020:
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Gambar 2.39.

Pergerakan Persentase Penyelesaian Izin Lokasi di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2021

Persentase penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Blitar meningkat
secara signifikan selama 2016 sampai 2019. Diawali dengan besaran 53%

di tahun 2016, kinerja indikator ini merangkak naik menjadi 55% di




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

tahun berikutnya dan secara signifikan menunju angka sempurna

sebesar 100% pada tahun 2018, 2019 dan 2020.

K. Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pada urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat 8
indikator sebagai ukuran keberhasilan. Berikut tabel yang menunjukkan

kinerja Kabupaten Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Tabel 2.26
Kinerja Pemerintah Daerah

Pada Urusan Linikunian Hidui dan Kehutanan Tahun 2016-2021

1 Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 66,87 67,79 69,5 69,9 66,70 59,95
2 Indeks Kualitas Air Indeks 70,1 70 66 66 56,67 55
3 Indeks Kualitas Udara Indeks 95,1 97,78 98,73 99,44 98,22 87,46
4 Indeks Tutupan Lahan Indeks 42,5 43,5 50,21 50,66 50,69 43,04
5 Jumlah penanganan

Ton 29.080,0 36.568,0 37.520,0 40.360,0 55.732

sampah (ton)
6 Jumlah tempat

pembuangan sampah TPS 30 45 52 56 61

sementara (TPS)
7 Pencemaran Status Mutu

. % 4 3 3 3 3

Air
8 Persentase Penegakan | Persen

hukum lingkungan (%) 100 100 100 100 100

Sumber: 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021
2. LKJIP 2021 Dinas Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran
atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi
lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Indeks ini
merupakan hasil kalkulasi dari 3 komposit indeks lain yaitu indeks
kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Berikut

pergerakan IKLH Kabupaten Blitar tahun 2016-2021:
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Gambar 2.40.

Pergerakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Grafik di atas menunjukkan progres konsisten IKLH Kabupaten
Blitar sepanjang periode pembangunan sebelumnya. Pada tahun 2017,
IKLH Kabupaten Blitar adalah sebesar 67,79, kemudian meningkat
menjadi 69,5 di tahun 2018 dan menjadi 69,90 di tahun 2019. Namun di
tahun 2020 hingga tahun 2021 mengalami penurunan drastis menjadi
sebesar 65,53.

Memperhatikan capaian kinerj IKLH Kabupaten Blitar, sejak tahun
2017 sampai dengan 2020 meskipun meningkat lalu mengalami sedikit
penurunan pada dasarnya tetap berada pada range kategori yang sama,
yaitu cukup. Dengan asumsi effort kinerja dan anggaran yang sama,
maka berdasar hitungan forecast sederhana excel Kabupaten Blitar baru
secara bulat beranjak dari kategori ‘cukup’ ke ‘baik’ pada tahun 2024
yaitu sekitar 75,5. Jika target pembangunan kedepan ada pada kategori
‘baik’, maka belum dibutuhkan effort kinerja lebih, cukup hanya
mempertahankan kualitas kinerja seperti saat ini. Namun perlu
komitmen dan extra effort jika yang ditargetkan adalah ‘sangat baik’ yang
angka indeksnya adalah minimum 82.

Sebagaimana disebutkan pada paragraf awal sub bab ini bahwa

IKLH terdiri dari 3 komposit, untuk memahami lebih detail pergerakan
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kinerja indikator pembentuk IKLH Kabupaten Blitar, maka dapat diamati
pada grafik berikut ini:
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Gambar 2.41.
Pergerakan Komposit Pembentuk IKLH (Indeks Kualitas Air, Indeks

Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan) di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada tahun 2016
Indeks Kualitas Udara memulai periode dengan angka 95,10, yang artinya
masuk kategori ‘sangat baik’. Indeks ini kemudian konsisten meningkat
hingga akhirnya menyentuh 99,44 di tahun 2019 dan kemudian turun
menjadi 98,22 di tahun 2020 dan 87,46 ditahun 2021. Untuk Indeks
tutupan lahan memulai dari kategori kurang’ di tahun 2016 dan 2017
(42,5 dan 43,5, berurutan) kemudian merangkak naik kategori menjadi
‘cukup’ di tahun 2018 yaitu 50,21 dan 2019 yaitu 50,66 dan meningkat
menjadi 50,69 di tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami
penurunan menjadi 43,04. Sama sekali berbeda dengan dua indikator
sebelumnya, Indeks Kualitas Air (IKA) malah bergerak dari kategori
‘sangat baik’ di 2016 dan 2017 menjadi ‘baik’ di sisa tahun periode
pembangunan sebelumnya. Lebih detail, pada awalnya di tahun 2016 IKA
kabupaten Blitar berada di angka 70,1 dan pada 2017 berada di angka
70, kemudian tergelincir turun menjadi 66 di tahun 2018 dan 2019 lalu
mengalami penurunan kembali di tahun 2020 dan 2021 menjadi 56,67
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dan 55. Penyebab penurunan indeks kualitas air khususnya di tahun
2019 ke 2021 adalah salah satunya karena limbah rumah tangga belum
terolah dengan sempurna dan adanya penambahan limbah menyebabkan
banyaknya limbah tidak terolah dan terjadinya peningkatan pencemaran
air sehingga hal ini perlu diselesaikan dengan langkah seperti

pembangunan IPAL untuk Limbah Air dan sebagainya.

2. Jumlah Penanganan Sampah (Ton)
Indikator ini mengukur jumlah ton sampah yang tertangani dalam
satu tahun. Berikut pergerakan kinerja pada indikator ini:
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Gambar 2.42.
Pergerakan Jumlah Penanganan Sampah di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada gambar di atas, kembali terlihat konsistensi peningkatan
kinerja penanganan sampah di Kabupaten Blitar. Bermula di angka
29.080 ton di 2016, penanganan sampah di kabupaten Blitar meningkat
secara signifikan setahun berikutnya menjadi 36.568 ton. Kemudian di
tahun 2018 terjadi sedikit peningkatan menjadi 37.520 ton dan kembali
melompat di 2019 dan 2020 menjadi 40.363 ton dan 55.732 ton.

3. Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)
Berikut tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Kabupaten

Blitar terpenuhi dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020:

L
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Gambar 2.43.
Pergerakan Jumlah Tempat Pembuangan Sampah Sementara

di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Jumlah tempat pembuangan sampah sementara di Kabupaten
Blitar tumbuh secara pogresif sepanjang tahun 2016-2020. Tercatat ada
sejumlah 30 titik di tahun 2016, kemudian meningkat menjadi 45 titik
setahun berikutnya, lalu meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 52
titik di tahun 2019 juga mengalami kenaikan menjadi 56 titik hingga
akhirnya kokoh di angka 61 titik di tahun 2020.

4. Pencemaran Status Mutu Air
Indikator ini diukur dengan satuan persentase. Berikut
pencemaran status mutu air Kabupaten Blitar tahun 2016 sampai

dengan 2020:
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Gambar 2.44.
Pergerakan Pencemaran Status Mutu Air di Kabupaten Blitar
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Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Tahun 2021

Persentase pencemaran menunjukan kecenderungan menurun.
Lebih detil, sebenarnya penurunan hanya terjadi pada 2017 dimana
berangkat dari angka 4% di 2016 kemudian menurun menjadi 3% di
2017. Sampai dengan 2019 dan 2020 angka 3% tersebut bertahan

sepanjang periode terkait.

5. Persentase Penegakan Hukum Lingkungan

Indikator ini mengukur proporsi perbandingan penegakan hukum
lingkungan terhadap jumlah pelanggaran hukum lingkungan yang ada.
Merujuk pada LKPJ Kabupaten Blitar periode 2016-2020, kinerja pada
indikator ini konsisten pada angka 100% sepanjang periode tersebut.
Artinya, untuk periode kedepan hal ini sudah tidak menjadi isu, dan

hanya perlu dipertahankan.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan urusan kependudukan dan pencatatan sipil
merupakan urusan untuk melakukan pengadministrasian kependudukan
dan pencatatan demografi penduduk. Urgensi dari urusan ini yakni
melihat seberapa tinggi demografi pertumbuhan penduduk di Kabupaten
Blitar yang nantinya dapat menjadi database penyusunan kebijakan
pembangunan daerah. Pelaksanaan urusan administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib rutin yang berhubungan
erat dengan Kemendagri. Hal ini dimaksudkan bahwa urusan
kependudukan merupakan urusan mendasar yang menjadi tolok ukur
kebijakan daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional guna
mencapai Indonesia yang sejahtera.

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Blitar yang bersifat rutin dan kontinyu memiliki andil dalam

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan menjamin
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masyarakat memiliki identitas dan keterangan secara individu.
Pengukuran terhadap penjaminan data identitas dan administrasi
kependudukan dapat dilihat dari beberapa indikator salah satunya yang
telah dilaksanakan di Kabupaten Blitar adalah dengan indikator
Persentase Kepemilikan KTP dan Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran.
2 (dua) indikator ini menjadi parameter bagaimana Kabupaten Blitar
tertib untuk mengadministrasi data berkaitan dengan pelaksanakaan
pencatatan kependudukan. Berdasarkan data yang telah collecting maka

dua indikator tersebut dapat digambarkan melalui grafik berikut:

1% Kepemilikan KTP 1% Kepemilikan Akta Kelahiran
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Gambar 2.45.

Parameter Pencapaian

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2021

Berdasarkan Data diatas dapat dilihat bahwa rata rata untuk
parameter Persentase Kepemilikan KTP hingga akhir tahun 2020 telah
mencapai angka 97,45% dengan artian bahwa hampir seluruh
masyarakat Kabupaten Blitar telah memiliki identitas KTP dan hanya
tersisa 2,55% yang belum memiliki identitas KTP. Terlepas identitas
tersebut adalah E-KTP namun secara administratif setidaknya telah ada
data record sebesar 97,45% data penduduk.

Sementara itu untuk parameter Persentase kepemilikian Akta
kelahiran di Kabupaten Blitar 94,50% Penduduk Kabupaten Blitar telah

memiliki identitas akta kelahiran dan secara tren mulai tahun 2016-2020
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terus mengalami kenaikan. Akta kelahiran merupakan salah satu

dokumen kependudukan yang cukup penting dikarenakan aktivitas

bekerja,

pendidikan dan lain-lain memerlukan dokumen tersebut.

Sementara ditahun selanjutnya Kabupaten Blitar masih harus memenuhi

sisa 10,98% agar seluruh penduduk memiliki akta kelahiran. Konflik

umum yang terjadi adalah capaian kepemilikan KTP dan akta kelahiran

seharusnya adalah setimbang karena salah satu data dalam KTP adalah

KK yang mendasari pada Akta Kelahiran. Maka beberapa penduduk

secara subjektif memberikan penanggalan tersendiri.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Terdapat 9 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah

daerah Kabupaten Blitar pada aspek pemberdayaan masyarakat dan

desa. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten Blitar pada

indikator-indikator tersebut:

Tahun 2016-2021

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat 7 8 8 8 9 9
(LPM)

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan 9 20 20 20 20 20
PKK

3 | Jumlah LSM 22 172 217 217 217

4 | LPM Berprestasi (unit) 2 6 8 10 14

S | PKK aktif (unit) 271 271 271 271 271

6 | Posyandu aktif (unit) 1.468 1.469 1.469 1.470 1.470

7 Swadaya  Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan | 3.035,0 5.577,9 3.300,0 3.990,6 3.991
masyarakat (Juta)

8 Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat (Juta 343 517,21 520,16 1.229,50 | 4729

9 | Jumlah Bumdes 220 220 220 220 220

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021
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1. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) merupakan indikator yang mengukur mengenai rata-
rata jumlah kelompok yang mengikuti kegiatan pembinaan dari Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat agar kelompok masyarakat tersebut dapat
lebih mandiri. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator
rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

(LPM).
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Gambar 2.46.
Grafik Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan
LKPJ Bupati Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata
jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) setiap
tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan meningkat. Pada
tahun 2016 rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM) sejumlah 7 kelompok, kemudian mengalami
peningkatan di tahun 2017 sebanyak 8 kelompok. Pada tahun 2018 dan
tahun 2019 jumlahnya tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sejumlah
8 kelompok lalu di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan dan

menjadi 9 kelompok. Rata-rata pertumbuhan rata-rata jumlah kelompok
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binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPLM) dalam jangka 4 tahun
adalah sebesar 4,80%. Pada tahun berikutnya diperlukan usaha yang
lebih agar terjadi peningkatan jumlah rata-rata kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat agar masyarakat yang diberdayakan dapat

semakin banyak.

2. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK merupakan indikator yang
menghitung mengenai rata-rata jumlah kelompok masyarakat yang
mengikuti kegiatan pembinaan oleh PKK. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik

pertumbuhan indikator rata-rata jumlah kelompok binaan PKK.
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Gambar 2.47.

Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Kelompok PKK
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan
LKPJ Bupati Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata
jumlah kelompok binaan PKK setiap tahun secara garis besarnya
mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK sebanyak 9 kelompok. Kemudian mengalami
kenaikan pada tahun 2017 dan tidak mengalami perubahan pada tahun-
tahun berikutnya yaitu tetap sebanyak 20 kelompok. Rata-rata
pertumbuhan jumlah rata-rata kelompok binaan PKK dalam 4 tahun

adalah sebesar 40,70%.
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3. Jumlah LSM

Jumlah LSM adalah indikator yang mengukur mengenai
perkembangan jumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam suatu
daerah. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator
ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator jumlah
LSM.
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Gambar 2.48.

Pertumbuhan Jumlah LSM
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat dketahui bahwa pertumbuhan jumlah
LSM setiap tahun secara garis besarnya mengalami kecenderungan
meningkat. Pada tahun 2016 jumlah LMS di Kabupaten Blitar sebanyak
22, kemudian pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu
penambahan jumlah LSM menjadi 172 LSM. Pada tahun 2018 jumlah
LSM kembali mengalami peningkatan yaitu menjadi sebanyak 217 LSM
dan jumlahnya tetap bertahan hingga tahun 2020. Rata-rata
pertumbuhan jumlah LSM dalam jangka waktu 4 tahun adalah sebesar
235,9%. Angka tersebut cukup tinggi sebab kenaikan jumlah LSM di

Kabupaten Blitar mengalami kenaikan yang signifikan.

4. LPM Berprestasi
LPM berprestasi merupakan indikator yang menjelaskan mengenai

banyaknya jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang

11-98
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berprestasi dalam keberhasilannya memberdayakan masyarakat. Untuk
memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun

ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator LPM berprestasi.

2016 2017 20148 2019 2020

—— LFM Berprestasi (i)

Gambar 2.49.
Pertumbuhan LPM Berprestasi
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan LPM
berprestasi setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat. Hal
ini terjadi karena setiap tahunnya mengalami peningkatan yang
konsisten. Pada tahun 2016 jumlah LPM yang berprestasi sebanyak 2
unit. Kemudian pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami
peningkatan secara berturut-turut yaitu masing-masing sebanyak 6, 8,
10 dan 14. Rata-rata pertumbuhan LPM berprestasi dalam jangka waktu
4 tahun adalah sebesar 86,10%.

5. PKK Aktif

PKK aktif merupakan indikator yang menjelaskan mengenai jumlah
kelompok Pemberdayaan Kelompok Keluarga (PKK) yang masih aktif
dalam kegiatannya pada suatu daerah. Pertumbuhan jumlah PKK aktif
setiap tahun secara garis besarnya konsisten tetap. Dari tahun 2016
hingga tahun 2020 tidak mengalami perubahan jumlah PKK yang masih
aktif, tercatat sebanyak 271 unit PKK masih aktif di Kabupaten Blitar.
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Rata-rata pertumbuhan jumlah PKK aktif dalam jangka waktu 4 tahun

sebesar 0%, sebab tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.

6. Posyandu Aktif

Posyandu aktif merupakan indikator yang mengukur jumlah
posyandu yang masih aktif membantu melayani kesehatan masyarakat
dan keluarga berencana. Untuk memahami lebih jauh pergerakan
pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik

pertumbuhan indikator Posyandu aktif.
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Gambar 2.50.
Pertumbuhan Posyandu Aktif

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui pertumbuhan jumlah posyandu
yang masih aktif setiap tahun secara garis besarnya mengalami
kecenderungan meningkat. Pada tahun 2016 jumlah posyandu aktif
sebanyak 1.468 unit, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017
menjadi sebanyak 1.469 unit dan tidak mengalami perubahan di tahun
2018. Kenaikan kembali terjadi pada tahun 2019 menjadi 1.470 unit dan
di tahun 2020 angka masih sama. Rata-rata pertumbuhan jumlah

posyandu dalam jangka waktu 4 tahun sebesar 0,04%.

7. Swadaya ~ Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan
Masyarakat

N\

%
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Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
merupakan besarnya jumlah dana yang direncanakan untuk program
pemberdayaan masyarakat. Untuk memahami lebih jauh pergerakan
pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik
pertumbuhan indikator swadaya masyarakat terhadap program

pemberdayaan masyarakat:
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Gambar 2.51.
Pertumbuhan Swadaya Masyarakat

Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan swadaya
masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat setiap tahun
secara garis besar mengalami kecenderungan meningkat. Meskipun pada
grafik terlihat naik turun, namun jika dibandingkan antara jumlah
persentase tahun basis dengan tahun akhir diperoleh hasil yang
meningkat. Pada tahun 2016 jumlah swadaya masyarakat terhadap
program pemberdayaan masyarakat sebesar 3.035 juta rupiah swadaya
masyarakat mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi sebesar
5.577,9 juta rupiah, namun mengalami penurunan pada tahun 2018
menjadi 3.300 juta rupiah. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2019
dan 2020 sebesar 3.990,6 dan 3.991 juta rupiah. Rata-rata pertumbuhan
swadaya masyarakat untuk program pemberdayaan masyarakat dalam

jangka waktu 4 tahun sebesar 21,30%.
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8. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Pemeliharaan  pasca  program  pemberdayaan  masyarakat
merupakan indikator mengenai sejumlah dana yang dianggarkan untuk
pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat. Untuk
memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun
ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator pemeliharaan pasca

program pemberdayaan masyarakat.
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Gambar 2.52.
Pertumbuhan Pemeliharaan

Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan
pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat setiap tahun
secara garis besarnya konsisten meningkat. Hal ini disebabkan karena
selalu ada peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 anggaran dana
untuk pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat sebesar
343 juta rupiah. Kemudian terjadi peningkatan setiap tahunnya sampai
dengan tahun 2019 sebesar masing-masing 517,21 juta rupiah, 520,16
juta rupiah, 1.229,5 juta rupiah dan mengalami penurunan di tahun
2020 menjadi sebesar 472,9. Rata-rata pertumbuhan anggaran untuk
pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat dalam jangka

waktu 4 tahun sebesar 62,60%.




9. Jumlah Bumdes
Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa,
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adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki

oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha

lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada

periode tahun 2016 smapai 2020 Jumlah Bumdes Kabupaten Blitar sama
yakni 220.
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Gambar 2.53.

Jumlah Bumdes Kabupaten Blitar Tahun 2016-202

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Terdapat 8 indikator sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah

daerah Kabupaten Blitar pada aspek pengendalian penduduk dan

keluarga berencana. Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Kabupaten

Blitar pada indikator-indikator tersebut:

Kinerja Aspek Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kabuiaten Blitar Tahun 2016-2021

Tabel 2.28

1 Rata-rata jumlah anak per 9 0,75 0,71 0,75 1,00 0,63
keluarga

2 Rasio akseptor KB 13,45 16,57 13,88 12,51 13,2 12,78

3 Cakupan peserta KB aktif (%) 70 75.85 76.03 77.18 78.46
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4 Jumlah Pasangan Usia Subur 234.604 236.634 242.062 245.702 | 252.927
) TFR /-total fertility rate atau angka 2.34 2.26 2,19 2,12 2,03
kelahiran
6 mCPR  (Modern Contraceptive
Prevalence Rate atau Prevalensi 75,42 75,84 76,01 77,18 78,47 78,97
Kontrasepsi Modern) mCPR
7 Unmet Need KB 22.400 21.570 24.448 23.834 21.514
8 Data ASFR NA NA NA NA 9,82 8,42

Sumber: 1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2016-2020;
2. LKPJ Bupati Tahun 2021;
3. dan LKJIP 2021 DPPKBP3A.

1. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
Rata-rata jumlah anak per keluarga merupakan indikator yang
menghitung jumlah rata-rata anak yang dimiliki oleh satu keluarga.
Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan indikator ini dari
tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator rata-rata jumlah

anak per keluarga:
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Gambar 2.54.
Pertumbuhan Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rata-rata
jumlah anak per keluarga setiap tahun secara garis besarnya mengalami

kecenderungan fluktuatif (berubah-ubah). Pada tahun 2016 rata-rata
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jumlah anak per keluarga sebanyak 2 orang anak, kemudian jumlah
tersebut menurun secara berturut-turut di tahun 2017 dan tahun 2018
menjadi 0,75 dan 0,71. Pada tahun 2019 rata-rata jumlah anak per
keluarga kembali mengalami peningkatan menjadi 0,75. Kemudian pada
tahun 2020 rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami kenaikan
kembali menjadi 1. Hal ini dikarenakan jumlah pasangan subur yang
mengikuti program KB setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun
demikian rata-rata jumlah anak per keluarga pada tahun 2021 kembali

turun menjadi 0,63.

2. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode satu
tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya
angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian
jumlah penduduk. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator

rasio akseptor KB:
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Gambar 2.55.
Pertumbuhan Rasio Akseptor KB Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKJIP 2021 DPPKBP3A
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Pada grafik diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan rasio
akseptor KB setiap tahun secara garis besarnya mengalami
kecenderungan fluktuatif. Meskipun pada grafik terlihat naik turun,
namun jika dibandingkan antara jumlah persentase tahun basis dengan
tahun akhir diperoleh hasil yang menurun. Pada tahun 2016 rasio
akseptor KB tercatat sebesar 13,45, kemudian pada tahun 2017
mengalami peningkatan sebesar 16,57. Namun pada pada tahun
setelahnya terjadi penurunan secara berturut-turut pada tahun 2018 dan
tahun 2019 menjadi 13,88 dan 12,51. Pada tahun 2020 mengalami
sedikit kenaikan yaitu 13,1%. Namun pada tahun 2021 kembali

mengalami penurunan hingga menjadi 12,78%.

3. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang
baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi
(alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan
jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon
terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan
atau yang mengakhiri kesuburan. Untuk memahami lebih jauh
pergerakan pertumbuhan indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik

pertumbuhan indikator cakupan peserta KB aktif.
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Gambar 2.56.
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Pertumbuhan Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan cakupan
peserta KB aktif setiap tahun secara garis besarnya konsisten meningkat,
dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami kenaikan secara berkala.
Pada tahun 2016 persentase cakupan peserta KB aktif sebesar 70%,
kemudian di tahun berikutnya mengalami kenaikan secara terus-
menerus hingga tahun 2019. Pada tahun 2017 jumlah cakupan peserta
KB aktif sebesar 75,85%, di tahun 2018 sebesar 76,03%, dan pada tahun
2019 sebesar 77,18%. Pada tahun 2020 jumlah cakupan peserta KB aktif
teteap konsistesn mengalami kenaikan yaitu 78,46%. Pada tahun terakhir
semakin mengalami kenaikan karena adanya sosialisasi pentingnya

mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

4. Jumlah Pasangan Usia Subur

Jumlah pasangan usia subur merupakan indikator mengenai
jumlah pasangan suami istri yang masih memiliki peluang untuk
memiliki anak. Untuk memahami lebih jauh pergerakan pertumbuhan
indikator ini dari tahun ke tahun, berikut grafik pertumbuhan indikator

jumlah pasangan usia subur.
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Gambar 2.57.




Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Blitar Tahun 2023
[ L J

Pertumbuhan Jumlah Pasangan Usia Subur Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dalam jangka waktu lima tahun, jumlah pasangan usia subur
mengalami pertumbuhan yang konsisten meningkat. Pada tahun 2016
jumlah pasangan usia subur mencapai 234.604 ribu dan terus
mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlahnya
mencapai 236.634 ribu, kemudian pada tahun 2018 mencapai 242.062
ribu. Lalu pada tahun 2019 tetap mengalami peningkatan mencapai
245.702 ribu dan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan tinggi
mencapai 252.927 ribu. Pada tahun terakhir mengalami peningkatan
yang cukup tinggi dikarenakan naiknya pernikahan di Kabupaten Blitar.
Meskipun jumlah pasangan usia subur meningkat, namun pertumbuhan
penduduk masih dapat ditekan jika para pasangan usia subur

menerapkan program keluarga berencana.

5. Presentase Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran

TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran total adalah indikator
angka yang menunjukan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang
wanita selama masa reproduksinya di Kabupaten Blitar. Untuk melihat

capain kinerja indikator TFR dapat dilihat melalui grafik berikut:
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Gambar 2.58.
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Capaian Indikator TFR (Total Faterity Rate) Kabupaten Blitar
Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021

Dalam lima tahun terakhir antara 2016-2020 capaian kinerja
pemerintah Kabupaten Blitar pada indikator Total Faterity Rate cukup
bagus, dimana angka kelahiran menurun setiap tahunnya hal ini
membuktikan bahwa perkembangan penduduk dapat dikendalikan
terbukti dari tahun 2016 ada sebanyak 2,34% angka kelahiran kemudian
pada tahun 2017 menjadi 2,26% kemudian mengalami penurunan pada
tahun 2018 menjadi 2,19% dan tren menurun tetap terjadi pada tahun
2019 dan 2020 menjadi 2,12% dan 2,03% angka kelahiran atau TFR. Hal
ini membuktikan bahwa kinerja perangkat daerah Kabupaaten Blitar

sudah cukup bagus dalam pengendalian penduduk.

6. Presentase mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau
Prevalensi Kontrasepsi Modern)
mCPR (Modern Contraceptive Prevalance Rate atau prevelensi
kontrasepsi modern). Adalah proses jumlah pasangan usia subur yang
menggunakan salah satu kontrasepsi modern, seperti IUD, Implant,
Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik, Pil dan Kondom. Untuk
melihat capain kinerja indikator mCPR dapat dilihat melalui grafik

berikut.
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Gambar 2.59.
Capaian Indikator mCPR (Modern Contraceptive Prevelence Rate)

Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar Tahun 2021 dan LKPJ Bupati Tahun 2021

Dalam enam tahun terakhir antara 2016-2021 capaian kinerja
pemerintah Kabupaten Blitar pada indikator ini cukup bagus terbukti
setiap tahunnya pengguna atau pemakai mCPR tiap tahuhunnya
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ada sebanyak 75,42%
pengguna mCPR kemudian naik lagi menjadi 75,84% pada tahun 2017,
tren naik tetap terjadi pada tahun 2018 menjadi 76,01% pengguna
kemudian naik lagi menjadi 77,18% pada tahun 2019 dan terus naik
pada tahun terakhir menjadi 78,97% pasangan usia subur yang memakai

mCPR.

7. Jumlah Unmet need KB

Unmet merupakan indikatari dimana Pasangan usia subur (PUS)
yang menggunakan metode kontrasepsi tetapi bleum terlayani atau tidak
ikut di Kabupaten Blitar. Untuk melihat capain kinerja indikator Unmeet

Need KB dapat dilihat melalui grafik berikut.
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